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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta
Melakukan Jarimah Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa
Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)” membahas tentang
dua rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana faktor-faktor yang mendasari turut
serta melakukan jarimah main hakim sendiri oleh masyarakat sekitar terhadap
pelaku pencurian sepeda motor di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo. 2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap turut serta
melakukan jarimah main hakim sendiri oleh masyarakat sekitar pada pelaku
pencurian sepeda motor di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten
Sidoarjo.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian studi lapangan yang mempunyai
tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari terjadinya turut serta
melakukan jarimah dengan berdasarkan keikutsertaan para pelaku dalam
perbuatan main hakim sendiri yang kemudian ditinjau dalam ruang lingkup
hukum pidana islam. Hasil penelitian berupa data yang diperoleh melalui field
research dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait yaitu
Kepala Desa Keboan Anom, Penyidik Kepolisian Sektor Gedangan, Korban
pencurian, dan Masyarakat sekitar yang terlibat. Serta didukung dengan metode
kepustakaan (bibliography research) untuk menganalisis hasil temuan dengan
teori yang sesuai. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif dengan metode dedulkti.

Dalam penelitian ini, beberapa warga Desa Keboan Anom Kecamatan
Gedangan Kabupaten Sidoarjo terlibat turut serta melakukan jarimah perbuatan
main hakim sendiri dengan melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pencurian
sepeda motor yang mana terdapat 2 faktor yang mempengaruhi. 2 faktor tersebut
ialah faktor internal yang berasal dari diri warga sendiri meliputi faktor sakit hati
atau emosi, faktor berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegak
hukum dalam penindakan, dan faktor ikut-ikutan karena terpengaruh oleh situasi
kondisi saat itu. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari legalitas hukum
yang ada meliputi faktor penanganan laporan korban oleh aparat penegak hukum,
faktor hukum yang dianggap belum menimbulkan efek jera, serta faktor pelaku
aksi main hakim sendiri tidak ada proses hukumnya setelah peristiwa itu terjadi.

Bila berdasarkan tinjauan hukum pidana islam, ulama berpendapat bahwa
pelaku jarimah harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Pelaku
yang turut serta melakukan jarimah langsung secara tamalu (disepakati atau
direncanakan) terhadap pelaku yang terlibat jarimah tersebut bertanggung jawab
atas hasil yang telah terjadi. Sedangkan turut serta melakukan jarimah langsung
secara tawafuq yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan atau rencana terlebih
dahulu bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan saja. Untuk menghindari
peristiwva yang serupa, seharusnya masyarakat sekitar serta pihak polisi wilayah
tersebut lebih berkoordinasi dengan baik lagi sehingga tidak timbul korban
pelukaan akibat amukan dari massa. Dan memupuk rasa saling percaya antara
masyarakat dengan instansi penegak hukum demi ketentraman bersama.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum yang berlaku bilamana siapa saja yang melanggar hal tersebut
akan mendapatkan ancaman (sanksi) berupa pidana atas perbuatannya yang
dianggap telah merugikan hak orang lain ataupun hak masyarakat.!
Sebagaimana hal yang pernah disampaikan oleh bapak dosen Dr. Drs. H.
Imron Rosyadi, SH., M.H. dalam mata kuliah hukum acara pidana,
bahwasannya hukum pidana termasuk hukum publik yaitu hukum yang
mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya dalam hal
peraturan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Kejahatan tidak bisa dipisahkan
dari hukum pidana, sebab keduanya merupakan sebab akibat dari suatu
perbuatan maupun perilaku yang dianggap merugikan dan melawan hukum
sehingga keduanya selalu berkesinambungan satu sama lain.

Mempelajari kejahatan berarti juga mempelajari hal-hal yang berkaitan
dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mana
perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum (atau melanggar
norma-norma tingkah laku sosial lainnya). Reaksi sosial terhadap kejahatan
dan penjahat merupakan faktor yang penting dalam penjelasan terkait
mengapa kejahatan dapat terjadi didalam masyarakat yang dilakukan oleh
orang-orang tertentu.? Hal ini tentu menjadi bahan pembicaraan yang amat
sering dibahas, terkait mengapa ada orang yang berani atau tega melakukan
suatu kejahatan yang mana hal tersebut telah jelas dilarang dalam aturan
hukum dan diancam dengan suatu sanksi yang mengikuti. Banyak hal alasan
yang menjawab terkait pertanyaan tersebut, ada karena kebutuhan yang
mendesak, ada karena terpaksa sebab dipaksa, dan adapun juga karena sudah

menjadi kebiasaan melakukan kejahatan.

! Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta : Rineka Cipta. 2008). 59.
> M Kemal Darmawan. Teori Kriminologi. (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka. 2017). 1.20.



Hal-hal yang seperti itulah yang menjadikan Kkita supaya tidak lengah
dalam menjaga diri untuk keselamatan diri sendiri maupun keselamatan
bersama dalam upaya menghindari suatu tindak kejahatan ataupun tindak
pidana. Ada berbagai macam tindak pidana yang hadir mewarnai kehidupan
kita ditengah-tengah Kkehidupan bermasyarakat, salah satunya ialah tindak
pidana pencurian. Pelakunya pun tidak serta merta orang-orang yang sudah
bisa dimintai pertanggung jawaban pidananya, melainkan anak-anak yang
masih dibawah umurpun banyak yang melakukan aksi tersebut. Pencurian
lalah suatu tindakan mengambil barang atau harta, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum sebagaimana yang dijelaskan di dalam KUHP (Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 362.3

Maraknya kasus pencurian menimbulkan suatu emosi mendalam yang
dirasakan oleh masyarakat dan menimbulkan rasa tidak percaya kepada aparat
penegak hukum. Sebab terjadinya yang kadang kala beruntutan juga membuat
masyarakat semakin resah sehingga bila suatu waktu mereka (masyarakat)
memergoki pelaku pencurian sedang beraksi. Masyarakat tidak segan-segan
langsung mengahakimi para pelaku dengan menganiaya pelaku tersebut secara
massal, tidak jarang juga menyebabkan pelaku meregang nyawa ditempat
kejadian. Perbuatan main hakim sendiri bukanlah suatu tindakan yang baru
atau jarang dilakukan melainkan sudah sering terjadi yang dilakukan oleh
masyarakat secara sepihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran
masyarakat terhadap hukum sangatlah kurang. Selain itu, seringnya para
pelaku main hakim sendiri lolos dari jerat hukum membuat tindakan main
hakim sendiri dipandang lemah dalam penegakan hukum dan keadilannya.’

Main hakim sendiri ialah suatu perbuatan yang menghakimi orang lain
tanpa memeperdulikan hukum yang berlaku, yang mana dilakukan secara

sewenang-wenang seperti dilakukannya pemukulan, penganiayaan,

% R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor : Politea. 1995). 249.

* Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. (Jakarta : PT
Fajar Interpratama Mandiri. 2009). 53-56.



penyiksaan, hingga pembakaran yang dilakukan oleh orang-orang banyak
(massa) karena dianggap sudah melakukan perbuatan yang salah.® Seharusnya
masyarakat dapat mengendalikan emosi mereka yang berlebihan terhadap
pelaku tindak pidana. Seperti penjelasan surat umar, Umar berkata “Jauhilah
hal-hal yang berkaitan dengan emosi, kejenuhan, kegelisahan, dan menyakiti
manusia saat bersengketa. Sesungguhnya keputusan yang benar akan
mendapatkan pahala dari Allah dan selalu dikenang”.® Sehingga bila suatu
keadilan  belum bisa ditemukan, masyarakat masih bisa mencoba
menyelesaikan dengan cara yang lain yaitu melalui hukum yang ada. Sebab
pelaku tindak pidana juga mempunyai hak-haknya untuk memperoleh
keadilan, meskipun tindakan mereka salah.

Hal tersebut sesuai dengan asas praduga tak bersalah atau yang biasa
dikenal dengan presumption of innocence. Sebagaimana yang dijelaskan
didalam Undang-undang Rl Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, pada pasal 8 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib
dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”’ Sebagai asas
hukum umum, maka asas ini berlaku pada semua proses perkara baik pidana,
perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara sekalipun. Mengingat asas
hukum  merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi titik  tolak
pembangunan dalam sistem hukum yang ada. Asas hukum sangat berperan
penting untuk menemukan rasionalogis atau latar belakang pemikiran yang
menjadi motivasi dan tujuan dari lahimya peraturan-peraturan hukum.®

Sehingga dalam penerapan asas praduga tak bersalah, seorang pelaku
tindak pidana atau tersangka belum dapat dianggap bersalah sebelum diputus

oleh pengadilan (belum inkracht). Oleh karenanya, tindakan main hakim

® Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). (Jakarta :
Balai Pustaka. 2005). 556.

® Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Panduan Hukum Islam. (Jakarta : Pustaka Azzam. 2007). 276.

" Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

8 Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence).
(Jakarta : Kencana. 2007). 48.



sendiri ialah tindakan yang tidak bisa dibenarkan untuk dilakukan oleh
masyarakat. Islam sendiri juga selalu mengajarkan ajaran moral dan
menyediakan  aturan-aturan  yang sifatnya  imperatif. ~ Yaitu dengan
menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan
yang diperbuat dengan menjunjung tinggi keadilan dan keefektifan dalam
memberikan efek jera bagi pelaku tersebut. Contohnya seperti seseorang telah
melakukan penyaniayaan terhadap orang lain juga harus mendapatkan
hukuman yang sepadan atas apa yang telah dia lakukan. Hukuman yang
setimpal atau sepadan atas apa yang dia lakukan memang terdengar kejam dan
tidak adil. Akan tetapi hukuman tersebut akan dijatuhkan ketika sejumiah
syarat yang ketat telah terpenuhi dan dilihat dari sistem yang ada sudah
menjamin atau belum terkait pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar
manusia.’

Dalam hukum pidana islam terdapat ketentuan-ketentuan Allah atau
syariat Allah yang terdapat didalam Al Qur’an dan diperjelas lagi didalam As
Sunnah. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia
didunia maupun diakhirat. Menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak,
baik yang ada didiri sendiri maupun orang lain merupakan konsep kewajiban
asasi syariat yang mana setiap orang hanyalah pelaksana yang berkewajiban
untuk memenuhi segala perintah Allah.’® Terdapat juga dua konsep
melakukannya jarimah menurut hukum islam diantaranya yaitu turut serta
melakukan jarimah secara langsung dan turut serta melakukan jarimah secara
tidak langsung. Hukuman yang timbul dari kedua konsep tersebut sama, akan
tetapi ada beberapa imam besar yang menganggap hukuman dari melakukan
jarimah secara langsung atau tidak langsung itu berbeda dan harus disesuaikan
dengan tindakan apa yang dilakukan dalam jarimah tersebut. Perbuatan main

hakim sendiri merupakan golongan jarimah gisas-diyat yang hukumannya

° Topo Santoso. Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan
Agenda. (Jakarta : Gema Insani Press. 2013). 17.
10°H. Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. (Jakarta : Sinar Grafika. 2009). 1.



jalah  balasan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh
pelakunya.'*

Seperti kasus perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Keboan
Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada hari Minggu tanggal
15 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 WIB. Peristiwa ini bermula dari teriakan
“minta tolong” dari korban pemilk sepeda motor yang sepeda motornya
hendak dicuri. Mengetahui teriakan tersebut, banyak tetangga yang keluar dan
berusaha menolong, melihat banyak warga yang berdatangan membuat pelaku
takut dan akhirnya berlari meninggalkan helm dan sepeda motor yang hendak
dicuri. Namun sayang, pelarian pelaku tersebut tidak berhasil sebab warga
bisa menangkapnya kemudian terjadilah tindakan main hakim sendiri itu
dengan cara menganiaya secara massal pelaku hingga babak belur kemudian
diarak menuju ke kantor desa. Melihat kejadian tersebut, bukanlah suatu
pembenaran yang dapat diterima atas penangkapan pelaku tindak pidana.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan jelas
bertentangan dengan hak asasi manusia. Meskipun pelaku salah telah
melakukan suatu tindak pidana, bukan berarti ia tidak mempunyai hak untuk
membela dirinya sebagaimana ketentuan asas praduga tak bersalah yang tidak
boleh menganggap orang itu bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan
yang berkekuatan hukum. Belum lagi didalam Kitab Hukum Acara Pidana
(KUHAP) pasal 51 yang mana tersangka atau terdakwa berhak untuk
mempersiapkan pembelaan dan pasal 54 yang mana tersangka atau terdakwa
memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum. Keduanya jelas mengatur
hak dari tersangka yang tidak boleh dihakimi secara massa seperti itu, Sebab
ada lembaga yang berwenang dan berhak mengadili pelaku tersebut bukan
warga masyarakat sekitar. Yang mana hal itu harusnya dibarengi dengan
upaya aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dengan demikian, mengingat terjadinya kasus yang telah dipaparkan

diatas dan melihat juga banyak kejadian terjadinya penghakiman secara massa

1 Topo Santoso. Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan
Agenda. 11-13.



terhadap pelaku tindak pidana yang mengabaikan penerapan asas praduga tak
bersalah dengan semestinya membuat penulis ingin  mengangkat masalah
terkait turut serta melakukan jarimah main hakim sendiri ini menjadi sebuah
karya tulis yang berjudul “Tinjavan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut
Serta Melakukan Jarimah Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus
di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)”. Supaya
bisa didapatkan gambaran yang jelas mengenai hal-hal maupun faktor-faktor
yang mendasari masyarakat sekitar bisa melakukan turut serta melakukan
jarimah main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut.
Sehingga bisa diperoleh juga gambaran untuk menitik beratkan kasus tersebut
dengan tinjauan hukum pidana islam dengan berdasarkan keikutsertaan yang
dilakukan oleh masyarakat sekitar sehingga turut serta dalam melakukan
jarimah main hakim sendiri. Sebab kita pun tahu bahwa hukum pidana islam
kandungannya selalu mengutamakan kemaslahatan bersama sehingga bisa
menciptakan pemahaman untuk masyarakat berbuat adil, tertib, dan patuh
terhadap hukum yang berlaku.

. ldentifikasi dan Batasan Masalah
Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan skripsi ini

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kronologi peristiwa terjadinya turut serta melakukan jarimah main hakim
sendiri oleh masyarakat sekitar terhadap pelaku pencurian sepeda motor di
Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

2. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya turut serta melakukan jarimah
main hakim sendiri oleh masyarakat sekitar terhadap pelaku pencurian
sepeda motor di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten
Sidoarjo.

3. Kurangnya pemahaman hukum seperti asas praduga tak bersalah sehingga
menyebabkan terjadinya turut serta melakukan jarimah main hakim

sendiri oleh masyarakat sekitar terhadap pelaku pencurian sepeda motor.



4. Komunikasi yang kurang persuasif antara masyarakat dengan penegak
hukum, menimbulkan masyarakat bertindak gegabah dalam menangani
terjadinya tindak pidana pencurian tersebut.

5. Tinjauan hukum pidana islam terhadap keikutsertaan masyarakat sekitar
dalam turut serta melakukan jarimah main hakim sendiri terhadap pelaku
pencurian sepeda motor di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo.

Supaya penelitian lebih terarah dan pembahasan penelitian ini tidak

melebar, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, diantaranya yaitu :

1. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya turut serta melakukan jarimah
main hakim sendiri oleh masyarakat sekitar terhadap pelaku pencurian
sepeda motor di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten
Sidoarjo.

2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap turut serta melakukan jarimah
main hakim sendiri oleh masyarakat sekitar terhadap pelaku pencurian
sepeda motor di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten
Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang mendasari terjadinya turut serta melakukan
jarimah main hakim sendiri oleh masyarakat sekitar terhadap pelaku
pencurian sepeda motor di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap turut serta melakukan
jarimah main hakim sendiri oleh masyarakat sekitar terhadap pelaku
pencurian sepeda motor di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan

Kabupaten Sidoarjo?



D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka dilakukan agar tidak terjadinya pengulangan dari kajian
ataupun penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain.

Adapun hasil yang ditemukan setelah dilakukannya obervasi terhadap kajian-

kajian sebelumnya, diantaranya yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Khasan Amrullah yang berjudul “Tinjauan
Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri bagi Pelaku Tindak
Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor Kec.
Gajahmungkur Kota Semarang)”. Skripsi i dibuat pada tahun 2011
mempunyai kesamaan dengan kasus yang diambil oleh penulis yaitu kasus
main hakim sendiri. Akan tetapi penelitian ini hanya menitik beratkan
ternadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri
terhadap pelaku pencurian dan hukuman bagi para pelaku perbuatan main
hakim sendiri menurut hukum pidana islam.'?> Berbeda dengan penelitian
yang akan penulis lakukan, yaitu dengan menitik beratkan terhadap faktor
yang mendasari adanya perbuatan turut serta melakukan jarimah beserta
dengan tinjauan hukumnya dan menganalisis terkait ketidakhadiran
penerapan asas praduga tak bersalah pada masyarakat tersebut menurut
hukum pidana islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Taufiqurrohman yang berjudul “Tinjauan Hukum
Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Yang Di
Lakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Pidana Pencurian Sepeda Motor :
Studi Kasus Di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya”.
Skripsi ini dibuat pada tahun 2015 mempunyai kesamaan dengan kasus
yang diambil oleh penulis yaitu kasus main hakim sendiri. Akan tetapi
penelitian ini hanya menitik beratkan terhadap faktor-faktor bila dilihat
dari aspek legalitas hukum yang menyebabkan terjadinya main hakim
dengan membandingkan beberapa kejadian main hakim sendiri yang

terjadi dan hukuman bagi para pelaku perbuatan main hakim sendiri

'2 http://eprints.walisongo.ac.id/1411/ diakses pada tanggal 19 September 2020 Pukul 10.45 WIB.
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menurut hukum pidana islam.*® Berbeda dengan penelitian yang akan
penulis lakukan, vyaitu dengan menitik beratkan terhadap faktor yang
mendasari adanya perbuatan turut serta melakukan jarimah beserta dengan
tinjauan hukumnya dan menganalisis terkait ketidakhadiran penerapan
asas praduga tak bersalah pada masyarakat tersebut menurut hukum
pidana islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Wardatul Zaizairiya yang berjudul “Tinjauan
Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Dengan
Melakukan Pembakaran Secara Massal Atas Pencuri Sapi : Studi Kasus Di
Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan”. Skripsi ini
dibuat pada tahun 2017 mempunyai kesamaan dengan kasus yang diambil
dan hanya menitik beratkan terhadap faktor yang menyebabkan tewasnya
pelaku pencurian karena warga tanpa ada proses hukum dan hukuman bagi
para pelaku perbuatan main hakim sendiri menurut hukum pidana islam.*
Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu dengan
menitik beratkan terhadap faktor yang mendasari adanya perbuatan turut
serta melakukan jarimah beserta dengan tinjauan hukumnya dan
menganalisis terkait ketidakhadiran penerapan asas praduga tak bersalah
pada masyarakat tersebut menurut hukum pidana islam.

Dari selurun kajian yang telah diuraikan diatas, kajian atau skripsi
yang dibahas oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan yang akan diangkat
oleh penulis sekarang. Meskipun substansi yang digunakan sama yaitu
perbuatan main hakim sendiri, akan tetapi objek yang menjadi penelitian
penulis yang sebelumnya dengan penulis sekarang berbeda. Sehingga bisa
dipastikan bahwa skripsi penulis yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam
Terhadap Turut Serta Melakukan Jarimah Pada Pelaku Pencurian Sepeda
Motor (Studi Kasus Di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten

Sidoarjo) berbeda dari penelitian sebelumnya.

13 http://digilib.uinsby.ac.id/3352/ diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 13.30 WIB.
% http://digilib.uinsby .ac.id/18822/ diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 14.30 WIB.
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka secara

garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan. Sesuai dengan

rumusan masalah yang ada, adapun tujuan yang ingin dicapai diantaranya

ialah:

1.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari terjadinya turut serta
melakukan jarimah main hakim sendiri yang terjadi di Desa Keboan
Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo oleh masyarakat sekitar
terhadap pelaku pencurian sepeda motor.

Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap turut serta
melakukan jarimah main hakim sendiri yang terjadi di Desa Keboan
Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo oleh masyarakat sekitar
terhadap pelaku pencurian sepeda motor.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diharapkan hasil penelitian

dan penulisan ini bisa mempunyai nilai tambah yang bermanfaat dan berguna

bagi penulis maupun pembaca, baik secara teoritis maupun secara prakitis.

1.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsin dan
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana Islam
yang berkaitan dengan turut serta melakukan jarimah main hakim sendiri
terhadap pelaku pencurian dengan cara menganiaya secara massal yang
bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu rekomendasi
untuk penelitian selanjutnya yang tentunya berkaitan dengan turut serta
melakukan jarimah main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian. Serta
sebagai ladang informasi bagi masyarakat betapa pentingnya tindakan
mereka (masyarakat) untuk tidak melakukan perbuatan main hakim

sendiri yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Definisi Operasional

Untuk memperjelas serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam

menafsirkan kata-kata yang ada dalam pembahasan penulisan skripsi, maka
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penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan dalam memahami

judul  Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan

Jarimah Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor (Studi kasus di Desa Keboan

Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo). Adapun yang di maksud

lalah :

1. Hukum Pidana Islam : Jenis perbuatan main hakim sendiri berdasarkan
aspek yang mendasari terjadinya perbuatan tersebut yaitu, turut serta
melakukan jarimah secara langsung yang dilakukan secara kebetulan ialah
tawafug dan turut serta melakukan jarimah secara langsung yang
dilakukan secara terencana ialah tamalu’*®
2. Turut Serta Melakukan Jarimah : Dibedakan menjadi 2 yaitu turut serta

melakukan jarimah secara langsung dan tidak langsung. Yang mana
mempunyai hukuman yang berbeda dengan berdasarkan keikutsertaannya
dalam berhasil maupun tidaknya tindak kejahatan itu terjadi Seperti pada
turut serta melakukan jarimah main hakim sendiri pada kasus ini termasuk
turut serta melakukan jarimah secara langsung.

3. Pencurian Sepeda Motor : Mengambil harta secara diam-diam yang mana
harta tersebut milik orang lain yang disertai dengan itikad tidak baik yaitu
ingin menguasai dan memiliki'® yang mana dalam kasus ini harta yang
diambil falah sepeda motor.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif ~ yang
dilaksanakan dengan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian
yang datanya diperoleh melalui lapangan (tempat studi kasus) baik berupa
data lisan maupun data yang bebentuk dokumen. Penelitian ini tidak
dilakukan dengan kaidah statistik melainkan bersifat mengembangkan

teori’’ Selain itu juga didukung dengan metode kepustakaan

15 sahid. Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Figh Jinayah. (Surabaya : Pustaka
Idea, 2015). 78-79.

16 A. Djazuli. Figh Jinayah. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2000). 73.

1" Lexy J. Moloeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosda Karya. 2002), 75.
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(bibliography research) dan interview langsung dengan para narasumber
sehingga bisa di dapatkan jawaban yang alamiah yang sesuai dengan fakta
yang terjadi dilapangan sehingga diharapkan bisa mendapatkan data yang
akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
2. Data yang dikumpulkan

Pada penelitian ini, data yang diperlukan yaitu data primer dan data
sekunder terkait turut serta melakukan jarimah main hakim sendiri yang
dilakukan oleh masyarakat sekitar terhadap pelaku pencurian sepeda motor

di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan. Yang mana data-data

tersebut diantaranya ialah :

a. Data Primer ialah data utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu
hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisisan Sektor Gedangan,
Korban yaitu pemilik sepeda motor, dan Masyarakat yang turut serta
melakukan main hakim sendiri.

b. Data sekunder ialah data tambahan yang digunakan untuk memperkuat
data yang dikumpulkan yaitu hasil wawancara dengan Kepala Desa
Keboan Anom dan Masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian
tersebut.

3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam pencarian data-data yang
diperlukan dalam skripsi ini, dibedakan menjadi 2 data diantaranya yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer ialah bahan pustaka yang isinya bersumber
pada temuan penelitian.'® Yang cara memperoleh bahannya dilakukan
secara langsung melalui pengamatan (observasi) dan wawancara
(interview) dengan informan atau responden. Dalam penelitian ini
yang menjadi sumber data diantaranya yaitu :

1) Penyidik Kepolisisan Sektor Gedangan yang bertugas terkait kasus

tersebut.

8 M.E. Winarno. Metodologi Penelitian dalam Jasmani. (Malang: UM Press. 2013). 46.
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2) Kepala Desa Keboan Anom.

3) Korban yaitu pemilik sepeda motor.

4) Masyarakat sekitar yang turut serta dan mengetahui kejadian
tersebut.

5) Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam : Dasar-dasar Figh
Jinayah.

6) ‘Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Il
(Terjemahan dari al-Tashri al-Jina 1t al-Islami Mugaranan bi al-
Qanun al-Wad 1).

7) Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam : Figh Jinayah.

8) Marsaid, Al Figh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam).

b. Data Sekunder
Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh melalui bahan
pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer yang sudah
didapat.'® Perolehan data sekunder didapat melalui Al Quran dan

Hadist, literatur buku, ensiklopedia, jurnal, pendapat ahli hukum,

kamus, artikel dan sebagainya, antara lain :

1) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam.

2) Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana.

3) H. Zainuddin, Hukum Pidana Islam

4) Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana.

5) Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi.

4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dibutunkan dalam penelitian ini, maka
peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
a. Wawancara
Wawancara (interview) ialah proses tanya jawab yang dilakukan
oleh peneliti dengan narasumber yang berkaitan secara tatap muka

langsung. Bertujuan untuk memperoleh data valid pada saat peneliti

19 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012). 23.
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mengajukan pertanyaan.’® Yang mana dalam wawancara ini, penulis
akan mewawancari Penyidik Kepolisian Sekor Gedangan, Kepala Desa
Keboan Anom, korban yaitu pemilik sepeda motor, dan masyarakat

sekitar yang mengetahui kejadian tersebut.

b. Kepustakaan (Bibliography Research)
Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang relevan
dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian, yang
bersumber dari Al Qur’an dan Hadist, buku-buku, jurnal, ensiklopedia

dan artikel yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis.

5. Teknik Pengolahan Data
Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan
teknik sebagai berikut:

a. Editing, ialah meneliti dan memeriksa kembali data secara sistematis
dan tepat mengenai kelengkapan sumber data yang telah dikumpulkan
serta meneliti kembali data yang telah ditetapkan dari penelitian
lapangan maupun kepustakaan. Proses editing berakhir jika data yang
terkumpul sudah valid.?* Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
proses editing terhadap hasil wawancara dengan narasumber dan hasil
dari pencara data kepustakaan.

b. Analyzing, ialah melakukan analisa dari pengumpulan data dengan
menggunakan jawaban dari responden sehingga dapat diperoleh
kesimpulan tertentu yang pada akhirnya dapat menjadi jawaban atas
permasalahan yang telah dirumuskan diawal.

6. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian
kualitatif data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Analisis data menurut model Miles dan Huberman (1992) dibagi menjadi

3 alur kegiatan yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data

20 JR. Raco. Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karateristik dan Keunggulannya). (Jakarta: PT
Grasindo. 2010). 116.
2L W. Gulo. Metode Penelitian. (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002). 92.
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display), dan penarikan simpulan (verification).?? Kemudian analisa bisa

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Analisis Deduktif ialah analisis yang dilakukan dengan cara menarik
kesimpulan yang bersifat umum kemudian dijabarkan menjadi fakta
atau contoh konkrit untuk menjelaskan kesimpulan tersebut menjadi
bersifat khusus. Yaitu dengan menjelaskan terkait tinjauan hukum
pidana islam terhadap turut serta melakukan jarimah main hakim
sendiri secara massal pada pelaku pencurian sepeda motor di desa
Keboan Anom kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo.

b. Analisis Deskriptif ialah menggambarkan suatu fenomena atau suatu
kondisi masyarakat yang diinterprestasikan secara tepat sesuai dengan
fakta yang ada dilapangan.?® Yaitu memaparkan terkait tinjauan
hukum pidana islam terhadap turut serta melakukan jarimah main
hakim sendiri secara massal pada pelaku pencurian sepeda motor di
desa Keboan Anom kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis supaya lebih
mudah bagi penulis maupun pembaca dalam memahami karya ilmiah ini.
Adapun sistematika penelitian tersebut secara umum ialah sebagai berikut :

Bab pertama, pada bab ini menguraikan tentang pendahuluan yaitu
meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini menguraikan tentang landasan teori hukum
pidana islam terkait kategori bentuk turut serta melakukan jarimah yang
berdasarkan keikutsertaan yang mendasari perbuatan jarimah itu dilakukan,
asas praduga tak bersalah menurut hukum pidana islam dan sanksi

hukumannya menurut hukum pidana islam dan hukum pidana.

22 Hardani et al. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu.
2020). 163.
23 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta : Rineka Cipta.
2002). 309.
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Bab ketiga, pada bab ini merupakan penyajian data yaitu, deskripsi data
faktor-faktor yang mendasari turut serta melakukan jarimah main hakim
sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sekitar terhadap pelaku pencurian
sepeda motor, dan berisi mengenai kondisi atau keadaan sosial masyarakat
sekitar apabila dilihat dari faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya
perbuatan main hakim sendiri di Desa Keboan Anom.

Bab keempat, pada bab ini membahas tentang analisis hukum pidana islam
berdasarkan keikutsertaan masyarakat sekitar sehingga mendasari terjadinya
turut serta melakukan jarimah main hakim sendiri yang dilakukan oleh
masyarakat sekitar terhadap pelaku pencurian sepeda motor di Desa Keboan
Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang tidak sesuai dengan
asas hukum pidana islam yaitu asas praduga tak bersalah. Yang mana
pembahasan ini adalah hasil dari analisis bab 1l dengan kacamata teori yang
sudah ada didalam bab II.

Bab kelima, pada bab ini sebagai penutup yang menguraikan mengenai
kesimpulan yang dapat diperoleh yang merupakan jawaban pokok dari
keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti serta saran-saran yang

dapat berguna untuk kemajuan ilmu hukum Kkhususnya hukum pidana islam.
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BAB Il
TURUT SERTA MELAKUKAN JARIMAH
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Turut Serta Melakukan Jartmah
1. Definisi

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana tidak hanya berwujud
terhadap suatu perbuatan yang aktif saja melainkan juga meliputi
perbuatan pasif juga. Mengenai keaktifan pelaku dalam melanggar syara’
yang diatur didalam hukum pidana islam, dijelaskan diantaranya terkait *
a. Melanggar larangan yang dengan melakukan tindakan berupa suatu
perbuatan yang pasif (omisi tidak murni) yang mana termasuk dalam
hukum pidana positif yaitu jarimah ijabiah. Misalnya dengan

melakukan tindakan tidak memberi makan seseorang hingga mati.
b. Melanggar perintah dengan tindakan aktif (omisi murni) seperti halnya
melanggar perintah Allah diantaranya shalat, zakat, puasa dan sebagian
yang termasuk dalam tindak pidana negatif yang disebut dengan

Jjarimah salabiah.

Dalam bahasa Arab, turut serta secara etimologi ialah al-isytirak.
Bila dilihat dari hukum pidana islam, istilah tersebut dimaksud juga
dengan isytirak al-jarimah atau al-isytirak fi al-jarimah  (delik
penyertaan). Apabila dihubungkan dengan pidana seperti perzinahan dan
pencurian, maka hal itu disebut juga dengan delik penyertaan perzinahan
atau pencurian.?® Turut serta berbuat jarimah menurut terminologis adalah
secara bersama-sama melakukan tindak pidana (jarimah) dengan cara

kebetulan maupun kesepakatan, memberi bantuan maupun keleluasaan

24 Topo Santoso. Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks
Modernitas. (Bandung : Asy Syamil & Grafika. 2001). 140.
25 Sahid. Epistemologi Hukum Pidana Islam. 73.



dengan berbagai bentuk, maupun menyurun orang ataupun menghasut.
Pada hadist yang diriwayatkan oleh al-Dar Qutni, Rasulullah bersabda:

Sl a1 (a5 O (ol R KRN A5 JA 5N A 5 iy

Artinya :

Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang
membunuhnya, maka orang yang membunuh hendaknya dibunuh
dan orang yang menahan hendaknya dikurung.®

2. Bentuk Turut Serta Melakukan Jarimah

Menurut hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, bentuk
turut serta dalam melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP bab 5
pasal 55 terkait turut serta melakukan dan menghasut, menyuruh
melakukan, yang mana dijatuhi hukuman sebagai pelaku. Didalam pasal
56 KUHP telah disebutkan bahwasannya bentuk turut serta atau kerjasama
yang lain diantaranya ialah :
a. Dengan sengaja orang tersebut membantu saat kejahatan itu dilakukan.
b. Dengan sengaja orang tersebut memberikan peluang atau kesempatan,

keterangan untuk dilakukannya kejahatan itu atau ikhtiar.

Pada pasal 56 KUHP, sering kali orang yang tidak berbuat secara
langsung dalam dilakukannya tindak pidana tersebut sebagai pembuat
rencana (otak) kejahatan vyaitu (intelectual dader), peminjam tangan
ataupun pembuat tidak langsung (middelijke dader). Sedangkan bagi yang
melakukannya sendiri biasanya hanyalah kaki tangan atau alat (warktuig)
yang mana orang ini disebut sebagai pembuat langsung (on middelijke

dader).?’

Dalam beberapa kejadian yang sudah terjadi, jarimah bisa saja

dilakukan seorang diri maupun beberapa orang yang mana hal itu

26 Sahid. Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Figh Jinayah. 73.
27 i
Ibid. 74.
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membentuk suatu kerja sama yang menurut Abu Hanifah dibagi menjadi

empat kemungkinan yang diantaranya ialah :*®

a.

Dalam melakukan jarimah, pelaku melakukan bersama-sama dengan
orang lain (mengambil bagiannya dalam melakukan jarimah) yang
mana bisa diartikan hal tersebut dilakukan secara kebetulan dengan
bersama-sama

Mengadakan persepakatan antara pelaku dengan orang lain untuk
melakukan jarimah.

Pelaku menghasut ataupun menyuruh orang lain untuk melakukan
Jjarimah.

Memberi bantuan atau kesempatan jarimah yang dilakukan seseorang

dengan berbagai upaya, namun seseorang tersebut tanpa turut serta

melakukannya.

Sehingga para fugaha dalam membedakan terkait turut serta berbuat

langsung maupun dengan turut serta berbuat tidak langsung dijabarkan

dengan sebagai beriku

a.

[

Turut serta secara langsung (s&bed) &I isyl)

Turut serta secara langsung yang dimaksud ialah orang yang mana
secara langsung terikat maupun turut serta dalam dilakukannya tindak
kejahatan kekerasan atau jarimah. Yang apabila dalam dilakukannya
tindak kejahatan kekerasan atau jarimah itu dilakukan secara nyata
oleh lebih dari satu orang. Menurut figh jinayah pertistiwva seperti ini

disebut dengan isytirak mubasir, yang pelakunya disebut mubdasir.>°

o
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28 Rahmat Hakim. Hukum Pidana Islam : Figh Jinayah. (Bandung : Penerbit Pustaka Setia. 2000).

55,

29 Ahmad Mawardi Muslich. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. (Jakarta : Sinar Grafika.

2004). 67.

39 Marsaid. Al Figh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam). (Palembang : CV. Amanah. 2020). 220.
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Artinya :

Turut serta secara langsung, pada dasarnya bentuk turut serta
semacam ini baru terjadi dalam hal banyaknya para pelaku yang
secara langsung mereka melakukan kejahatan.3!

Turut serta secara langsung bisa terjadi, apabila seseorang
melakukan perbuatan yang dinilai sebagai awalan pelaksaan jarimah
yang sudah cukup dianggap sifatnya sebagai maksiat. Yang mana
dimaksudkan untuk melaksanakan suatu kejahatan kekerasan yang
diperbuatnya itu selesai maupun tidak, sebab selesai maupun tidaknya
suatu kejahatan itu tidak akan mempengaruhi kedudukannya sebagai
seseorang yang turut serta secara langsung melainkan hanya terbatas
atas berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan pada dirinya.

Dilihat sebagai pelaku langsung, bila setiap pelaku mengarahkan
tembakan kepada korban sehingga menyebabkan korban mati karena
tembakan tersebut. Di sini bukan perihal tembakan siapa yang tepat
dan tembakan siapa yang tidak tepat melainkan setiap pelaku dianggap
melakukan pembunuhan secara langsung. Begitu juga bila mereka
bersama-sama melakukan perampokan atau pencurian.

Yang dianggap sebagai pelaku langsung ialah pelaku yang mana
menjadi sebab (tidak langsung) bila pelakunya melakukan kejahatan
kekerasan secara langsung ialah orang kepercayaannya (kaki
tangannya). Meskipun pada penerapannya terjadi perbedaan pendapat,
para fugaha menyetujui pendapat ini. Semisal seorang bos menyuruh
anak buahnya membunuh orang lain, kemudian anak buahnya
melakukannya, maka bos yang menyuruh itu bisa dinilai sebagali
pelaku langsung. Meskipun dia tidak melaksanakan perbuatan itu

secara tidak langsung, tetapi pada kondisi seperti ini orang yang

31 <Abd Qadir ‘Audah. al-Tashri al-Jina i al-Islami Mugaranan bi al-Oanun al-Wad 7). (Beirut :
Mu’assasat al-Risalah. 1992). Juz 1. Cet. Ke-2. 360.
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disuruh untuk melakukan bisa dikatakan hanya menjadi alat menurut
Imam Madzhab.®?

Turut serta dalam melakukan jarimah menurut para fuqaha
terdapat adanya pemisahan. Terkait mengenai kolektivitas yang
mereka lakukan, apakah merupakan tindak kekerasan yang terjadi
secara kebetulan atau tindak kekerasan itu bersama-sama sudah
direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, kondisi yang pertama disebut
dengan “tawdfuq” dan kondisi kedua disebut dengan “tamalu” >
Sehingga bisa dibedakan bahwasannya melakukan jarimah turut serta
secara langsung dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

1) Turut berbuat langsung secara tawafuqg (&9 59)

Dikatakan tawafug apabila orang-orang yang melakukan
jarimah tersebut berbuat secara kebetulan. Yang mana hal tersebut
dilakukan tanpa adanya kesepakatan dengan orang lain, tanpa
adanya dorongan orang lain untuk melakukannya, akan tetapi
berasal dari kehendak pribadinya atau refleks terhadap kejadian
yang terlihat dihadapannya. Sehingga tiap pelaku turut serta yang
melakukan jarimah dalam bentuk rawafuq tidak saling mengenal
satu sama lain atau tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu atas
apa yang hendak dilakukannya.>*

Pertanggung jawaban atas kasus yang terjadi seperti ini,
setiap pelaku dikenakan hanya perbuatan masing-masing sesuai
apa yang dilakukannya dan tidak harus bertanggung jawab atas

perbuatan orang lain. Sebagaimana menurut kaidah berikut :

Gl sl 3 b A 2300 (e ol 8 L

2 Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam. cet IV. (Jakarta : Bulan Bintang. 1990). 139.
3 A. Djazuli. Figh Jinayah. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1997). 17.
34 Marsaid. Al Figh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam). 222.
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Artinya :

Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam
keadaan rawafuq dituntut berdasarkan perbuatannya
masing- masing.*°

2) Turut berbuat langsung secara tamalu ()

Dikatakan tamalu apabila orang-orang yang melakukan
jarimah tersebut mempunyai keinginan yang sama terkait apa yang
terjadi yang mana sudah dilakukan persepakatan sebelum
dilakukannya jarimah tersebut. Akan tetapi pada pelaksanaan
jarimahnya, setiap pelaku memiliki fungsinya masing-masing.
Semisal pada kasus pembunuhan, terjadi persepakatan untuk
melakukan  pembunuhan  seseorang terlebin  dahulu  adanya
pembagian tugas seperti ada yang menusuk dengan pisau,
memukul, mengikat atau diantara mereka memegangi korban agar
apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar.3®

Pertanggung jawaban terkait turut serta melakukan jarimah
secara tamalu adalah mereka semua sama-sama harus bertanggung
jawab atas kematian korban, bukan lagi terkait perbuatan atau
bagian apa yang mereka lakukan hingga menyebabkan kematian

dari korban. Sebagaimana menurut kaidah berikut :
ARS8 o 53 s I8 (e oy 08 0L

Artinya :

Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam
keadaan tamalu dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan
yang turut serta berbuat jarimah.®’

%5 Jaih Mubarok. Kaidah Figih Jinayah : Asas-asas Hukum Pidana Islam. (Bandung : Pustaka
Balai Quraisy. 2004). 25.

%6 Marsaid. Al Figh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam). 222.

37 Jaih Mubarok. Kaidah Figih Jinayah : Asas-asas Hukum Pidana Islam. 25.
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b. Turut serta secara tidak langsung (sl &l iady)

Turut serta secara tidak langsung yang dimaksud ialah tiap orang
yang telah mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk
melaksanakan suatu tindak kejahatan kekerasan maupun menyuruh
melakukan atau membujuk orang lain agar mau melakukan jarimah
serta berupaya memberi bantuan agar berhasilnya suatu persepakatan
yang telah dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang terkait
sebelumnya. Peristiwa seperti ini didalam figih jinayah disebut dengan
isytirak  bit-tasabbubi  dan untuk pelakunya disebut dengan
mutasabbib. Lebih rinci lagi ‘Abd al-Qadir ‘Awdah menjabarkan
istilah 1tu dengan sebagai berikut :
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Artinya :

Dikatakan turut serta secara tidak langsung yaitu orang
mengadakan persekongkolan dengan orang lain untuk melakukan
suatu tindak kejahatan atau menyuruh orang lain  untuk
memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut.®

Dalam suatu tindak kejahatan kekerasan yang bersifat kolekitif,
terdapat beberapa pelaku tidak turut serta secara langsung. Para fuqaha
bersepakat mengenai beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa
menyatakan bahwa tindak kejahatan kekerasan yang kolektif itu
memang sudah terjadi yang diantaranya ialah :

1) Perbuatan, yang mana orang yang berbuat tidak langsung tersebut
menyerahkan bagian dalam pelaksanaannya, akan tetapi tidak

harus selesai dan tidak pula diperlukan pelaku dihukum. Sehingga

38 <Abd Qadir ‘Audah. al-Tashri al-Jina i al-Islami Mugaranan bi al-Oanun al-Wad 7). (Beirut :
Mu’assasat al-Risalah. 1992). Juz 1. Cet. Ke-2. 365-366.
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yang dimaksudkan adalah bisa saja pelaku langsung itu, hilang
ingatan ataupun masih dibawah umur.

2) Dengan adanya suatu persepakatan ataupun bantuan atau bujukan,
hal ini dilakukan dengan maksud agar terlaksananya suatu
kejahatan tertentu itu tercapai. Apabila ada suatu kejahatan tertentu
yang dimaksud, dia bisa dianggap turut berbuat dalam setiap tindak
kejahatan yang terjadi.

Adapun cara yang bisa mewujudkan perbuatan tersebut dengan
melakukan kesepakatan, menyuruh, hingga membantu.*

1) Kesepakatan

Hal ini bisa terjadi apabila adanya rasa saling memahami
dan kesamaan dalam niat untuk melakukan kejahatan kekerasan.
Bila tidak adanya suatu peluang atau kesempatan terlebih dahulu,
maka tidak akan ada turut serta. Sebab dianggapnya turut serta
dalam kejahatan kekerasan kolektif harus sebagal akibat dari
kesepakatan yang dilakukan terlebih dahulu.

Yang mana kesepakatan jahat itu merupakan perbuatan
yang bisa dihukum meskipun tidak dilakukan ataupun tetap
dilakukan. Turut serta dalam kejahatan kekerasan yang bersifat
kolektif yang mana sebelumnya terjadi kesepakatan maka yang
berbuat langsung adalah pelaku langsung. Sedangkan yang tidak
berbuat, akan tetapi mengetahui atau melihat tindak kejahatan
kekerasan itu berlangsung. Maka orang yang melihat itu dapat
dikatakan sebagai turut berbuat langsung.

2) Menyuruh

Bisa berawal dari adanya bujukan yang membuat hal itu
menjadi pendorong agar dilakukannya suatu tindak kejahatan
kekerasan. Apabila yang menyuruh melakukan tersebut memiliki
kekuasaan terhadap orang yang disurun maka bisa dianggap hal itu

adalah paksaan yang mana pelakunya tidak terkena sanksi

39 Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam. cet IV. 145.
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hukuman karena dibawah suatu paksaan semisal layaknya atasan
dengan bawahannya. Akan tetapi pada kasus suruhan yang tidak
mempunyai tingkat paksaan, maka orang yang disuruh itu wajib
bertanggung jawab atas kematian korbannya, kemudian untuk yang
menyuruh pelaku harus dikenai sanksi za zir.
3) Memberikan bantuan.
Bagi seseorang maupun suatu kelompok yang berusaha
untuk memberikan bantuan bagi orang lain yang akan melakukan
suatu kejahatan kekerasan, maka hal seperti ini bisa dianggap
sebagai turut serta secara tidak langsung walaupun tanpa terjadinya
persepakatan terlebih dahulu. Pemberi bantuan dalam kasus ini
memang seringkali tidak bersentunan langsung dengan kejahatan
kekerasannya akan tetapi hanya membantu dalam mewujudkan
kejahatan yang dimaksud. Sedangkan pelaku langsung benar-benar
bersentuhan langsung dengan kejahatan kekerasan yang dimaksud.
Perbedaan dari kedua orang diatas ialah terkait orang pertama
menjadi sebab adanya jarimah, sedangkan orang kedua menjadi kawan
nyata dalam pelaksanaan jarimah.*® Berbeda pendapat dengan Abid
Hanifah, menurutnya terkait orang yang menyuruh dianggap sebagai
bukan pelaku langsung, terkecuali bila dalam suruhannya itu
mengandung suatu unsur paksaan (ikrah) yang mana bila tidak adanya
paksaan didalamnya maka suruhan tersebut akan dianggap sebagai
turut serta tidak langsung.

Dalam riwayat al-Dar Qutni yang dikutip oleh Asy Syaukani
terkait ketentuan turut serta berbuat langsung ialah yang terdapat
dalam hadis dari Abii Hurairah yaitu :

3 Sl 13 ;08 Al jade 0 e 00 ce de W o B ol O
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%0 sahid. Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Figh Jinayah. 80.
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Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW. “Apabila
seseorang laki-laki memegangi (korban), sedangkan laki-laki lain
membunuhnya, maka dibunuh oleh orang Q/ang membunuhnya dan
di kurung bagi orang yang memeganginya.”**

Menurut  Asy Syaukani dalam dalil tersebut sudah jelas
bahwasannya hukuman qishash dikenakan hanya untuk orang yang
membunuhnya, sedangkan untuk orang yang memegangi dikenai
hukuman kurung. Adapun pendapat dari Kahalany yang berpendapat
sama akan tetapi tanpa disebutkannya kadar waktunya. Sedangkan
menurut Imam Malik, An-Nasa’i, dan Abi Laila bahwa teruntuk orang
yang bertugas memegangi korban pada kasus pembunuhan juga harus
dikenai hukuman gisa@s karena dianggap juga sebagai seorang pelaku
(mubasyir) dalam kasus tersebut. Pembunuhan tersebut menurut
mereka bisa saja terjadi secara sempurna tanpa harus ada orang yang
memegangi korbannya.

3. Unsur-unsur Dalam Melakukan Turut Serta Dalam Jarimah
Perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana (jarimah) hanya
bila unsur-unsurnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Berikut adalah unsur-
unsur jarimah yang dikategorikan menjadi dua yaitu :
a.  Unsur umum
Pada setiap jarimah harus memenuhi unsur-unsur yang masuk ke
dalam kategori unsur umum. Diantaranya ialah sebagai berikut :
1) Unsur formal
Adanya undang-undang atau nash yang mengatur. Dalam
hukum positif disebut dengan asas legalitas yang mana suatu
perbuatan tidak bisa dianggap sebagai perbuatan yang melawan
hukum dan pelaku tidak bisa dikenai sanksi hukuman apabila

belum adanya peraturan yang mengaturnya.*> Unsur yang

*1 Al-Shaukani. Nayl al-Awtar juz 5. (Mesir : Dar al-Bab al-HalabT wa Awladuh. t.t. 168.
*2 KUHP Pasal 1 ayat (1)
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mendukung kaidah ini adalah “tidak adanya hukuman bagi
perbuatan mukallaf sebelum adanya nash yang mengatur tentang
ketentuan tersebut”.*®

Di dalam islam, diperbolehkan kepada kaum muslim untuk

membuat kesepakatan (ijma’) secara bersama-sama apabila tidak
ditemukannya ketentuan yang dicari didalam nash. Yang mana
kesepakatan ijma’ tersebut tetap bersumber dari nash dan tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan Al-Qur’an maupun Hadist.**
2) Unsur material
Bersifat melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang
membentuk jarimah, baik yang dilakukan secara nyata (positif)
ataupun sikap yang tidak berbuat (negatif). Melakukan sesuatu
yang sudah jelas memang dilarang, meninggalkan suatu kewajiban
yang diperintahkan, serta tidak berbuat sesuatu dengan apa yang
diperintahkan.
3) Unsur moral
Pelakunya adalah mukallaf yang mana orang Yyang
melakukan jarimah tersebut merupakan orang yang dapat dimintai
pertanggung  jawaban pidananya atas jarimah Yyang telah
dilakukannya.

Unsur-unsur umum yang telah dijabarkan diatas, tidak selamanya
terlihat jelas dan terang dalam suatu perbuatan jarimah, akan tetapi
tetap perlu dikemukakan agar berguna untuk memudahkan dalam
mengkaji permasalahan-permasalahan hukum pidana islam bila dilihat
dari sisi kapan peristiwa pidana itu terjadi.*®

b. Unsur khusus

Dalam kategori unsur Khusus ini, unsur-unsur yang harus terpenuhi

atas jenis jarimah tertentu yang dilakukan. Unsur khusus merupakan

unsur yang hanya ada pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu yang

3 <Abd Qadir ‘Audah. al-TashT al-Jina i al-Islami Mugaranan bi al-Oanun al-Wad i.121.
4 Abdurrahman Doi. Tindak Pidana Dalam Syaiat Islam. (Jakarta : Rineka Cipta. 1991). 15.
5 Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam. cet IV. 36.
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mana berbeda unsur khususnya pada jenis jarimah yang satu dengan

yang lainnya. Contohnya pada jarimah pencurian, adapun unsur yang

harus terpenuhi yaitu terakit perbuatan dan benda.

Yang mana perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-
sembunyi, barang yang diambil adalah milik orang lain secara utuh
serta benda itu sudah terdapat pada penguasaan pihak pencuri. Syarat
benda itu bisa berupa harta, dan ada pada suatu tempat yang nilainya
mencapai satu nisab.

Para fugaha berpendapat bahwasannya tindak pidana selain jiwa
(penganiayaan) merupakan suatu perbuatan yang mengenai badan
seseorang tetapi tidak berakibat kematian pada orang tersebut.*®
Menurut para fugaha tindak pidana dibagi menjadi lima bagian yang
diantaranya ialah :

1) Memisahkan anggota badan maupun yang sejenisnya. Seperti
memotong salah satu anggota badan dan sesuatu yang mempunyai
manfaat sama. Contoh memotong jari-jari kaki ataupun tangan,
hidung, dan lain-lain.

2) Menghilangkan fungsi atau manfaat dari anggota badan, namun
anggota badannya tetap ada. Seperti menghilangkan fungsi dari
indra penciuman, penglihatan, pendengaran ataupun manfaat bicara
dan merubah gigi menjadi merah ataupun hitam termasuk juga
didalamnya serta menghilangkan akal ataupun yang lainnya.

3) Melukai kepala dan muka, seperti pendapat yang dikemukakan
oleh Abii Hanifah pelukaan i terletak pada bagian muka dan
kepala namun khusus dibagian tulangnya saja sepeti dahinya.

4) Melukai selain bagian kepala dan muka, pada bagian ini selain
kepala dan muka terbagi menjadi dua lagi yaitu :

a) Al-ja’ifah ialah luka yang sampai ke dalam rongga dada, perut,

punggung, dua lambung, dan dubur.

8 vafie Alie dkk. penerjemah At-Tasyrial Jina'i al-islami mugaranah bil al-ganun al-wadi iy.
Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. (Jakarta : PT Khalista llmu. 2008). 19.
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b) Gair al-ja ifah ialah luka yang tidak sampai ke rongga tersebut.

5) Selain yang tidak termasuk dalam kategori empat bagian diatas

lalah penganiayaan yang mana tidak meninggalkan suatu bekas
atau bekas yang tidak dianggap jarh dan syajjaj.

Sedangkan menurut hukum positif, unsur dalam tindak pidana turut
serta dalam melakukan jarimah terdapat pada pasal 170 KUHP yang
memuat diantaranya :

a. Barang siapa. Terkait penunjukan orang atau pribadi sebagai pelaku
maupun yang diduga pelaku.

b. Di muka umum. Perbuatan ini dilakukan ditempat yang mana publik
dapat melihatnya.

c. Bersama-sama. Dilakukan oleh setidaknya lebih dari dua orang atau
sedikit-dikitnya dilakukan dua orang. Bersama-sama mengandung arti
bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau
perbuatan yang memiliki tujuan pasti sehingga bukan termasuk
ketidaksengajaan (delik culpa).

d. Kekerasan. Menggunakan kekuatan jasmani atau tenaga yang tidak
kecil dan tidak sah dilakukan terhadap orang lain, contohnya adalah
penganiayaan terhadap orang lain.

e. Terhadap orang atau barang. Kekerasan tersebut harus jelas ditujukan
kepada orang ataupun barang sebagai korbannya.*’

B. Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam penerapan asas legalitas dalam pemberlakuan suatu hukum, tidak
bisa dilepaskan dari hadirnya konsekuensi dari penerapan asas tersebut. Yaitu
asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan asas yang
menganggap semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ditentukan sebaliknya
oleh nass hukum. Yang mana setiap orang tidak bisa dianggap bersalah atas
suatu tindak kejahatan tanpa adanya keraguan, bila muncul suatu keraguan
yang beralasan dari seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak kejahatan

itu harus dibebaskan. Sebagaimana konsep ini sudah ada didalam hukum

7 Andi Hamzah, Delik Delik Tertentu Dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 8.
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pidana islam sejak dulu, jauh sebelum asas ini diterapkan dalam hukum-

hukum pidana positif seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yaitu :

BERAAN SREA A sl aa g Y Al Ghalall ceaaling gy
A5l 3 hdl O Be 1A gl 8 A G sl
Artinya :

Hindarilah hadd dari umat islam semampu kalian. Jika kalian
mendapat kelonggaran bagi orang islam, berilah jalan keluarnya.
Imam jika salah dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada
salah dalam memberikan sanksi.

Asas praduga tak bersalah sangat berkaitan terhadap batalnya hukum
karena suatu keraguan (doubt). Sebab putusan yang dijatuhkan harus
dilakukan dengan keyakinan tanpa adanya keraguan sedikitpun. Bila adanya
suatu keraguan dalam kejahatan-kejahatan hudiid, maka keraguan itu akan
membawa kebebasan bagi terdakwa dan menjadi pembatalan hukum haddnya.
Bila penjatuhan hukum haddnya dibatalkan, hakim tetap mempunyai otoritas
dalam menjatunkan hukuman fa zir kepada terdakwa jika diperlukan. Jenis
kejahatan semestinya tidak dikecualikan atas dasar bahwa tidak sesuatu pun
dalam jiwa dari syariat menghalangi keterlaluannya. Ketentuan seperti ini
dibuat dengan bertujuan untuk menjamin keadilan serta melindungi
kepentingan terdakwa, baik yang dakwaannya itu termasuk kejahatan hadd,

gisds, maupun ta zir.*®

C. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Jarimah
Terkait ketentuan jarimah yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih
dari seorang, menurut pendapat para fugaha diadakannya pemisahan
mengenai apakah Kkolektivitas pelaku dalam melakukan jarimah kekerasan
tersebut terjadi secara langsung turut serta bersama-sama atau secara tidak
langsung. Karena hal ini akan mempengaruhi sanksi yang akan didapat oleh
pelaku jarimah yang mana dinilai sesuai atas keterlibatannya :

1. Turut serta secara langsung

*® Sahid. Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Figh Jinayah. 55.
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Turut serta berbuat secara langsung dalam Hukum Pidana Islam
dapat terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang mana
dianggap sebagai awalan pelaksanaan jarimah yang sudah cukup dianggap
maksiat. Jika seseorang yang melakukan suatu tindak pidana percobaan,
yang mana percobaan tindak pidananya selesai atau tidak. Maka
tindakannya tidak mempengaruhi kedudukan dari seseorang yang turut
berbuat langsung melainkan mempengaruhi besarnya hukuman. Sehingga,
jika jarimah yang dikerjakan itu selesai dan jarimah itu berupa hadd maka
pelaku dijatuhi hukuman hadd. Jika tidak selesai, maka pelakunya akan
dijatuhi hukuman ta zir.*°

Dalam hukum pidana islam, pada dasarnya jumlah dari banyaknya
pelaku jarimah tidak berpengarun terhadap besarnya hukuman yang
dikenakan atas masing-masing pelakunya. Jarimah yang dilakukan secara
bersama-sama dengan orang lain, hukuman yang dikenakan tidak berbeda
dengan jarimah yang dilakukan oleh seorang diri saja. Masing-masing
pelaku pada jarimah tidak akan saling berpengaruh terhadap hukuman dari
yang didapat setiap orangnya.

Masing-masing hukuman dari pelaku jarimah tersebut bisa
dipengaruhi karena keadaannya sendiri bukan dipengaruhi oleh pelaku
lain. Semisal salah satu dari pelaku jarimah yang masih dibawah umur
ataupun dalam keadaan yang tidak sehat (gila) bisa saja dibebaskan
hukumannya sebab keadaanya yang tidak memenuhi syarat agar bisa
dilaksanakannya hukuman atas dirinya.>°

Terkait pertanggung jawaban dalam jarimah turut serta secara
tawafug (kebetulan), kebanyakan ulama berpendapat bahwa setiap pelaku
bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya bukan dibebankan kepada
orang lain. Namun dalam turut serta secara tamalu (disepakati atau
direncanakan), semua pelaku dalam jarimah tersebut wajib bertanggung

jawab sesuai dengan hasil kejahatan yang mereka lakukan dan yang

%9 Sahid. Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Figh Jinayah. 83.
50 |h;
Ibid. 84.
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memang terjadi. Akan tetapi Abt Hanifah berpendapat bahwa, hukuman
bagi seorang pelaku tawafug maupun pelaku tamalu ialah sama saja dan
mereka sudah dianggap sama-sama melakukan suatu perbuatan jarimah
tersebut dan harus bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi.®!

Didalam surat Al Maidah ayat 45 telah diterangkan bahwa
Gy il ¥l il Gl Gl Gl (e aele
00 548 4 ol (b Galiad 358057 iy Gy oL
(£0) ool 2h ol o i O3 Ly 2235 5 0

Artinya :

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat)
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-
luka (pun) ada qishasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak
gishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa
baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa
yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang
zalim.

2. Turut serta tidak langsung
Pada dasarnya penjatuhan hukuman menurut hukum pidana islam terkait
pelaku langsung adalah ditetapkannya jumlah dalam jarimah hudid dan
gishas bukan untuk pelaku tidak langsung. Dengan begitu, bagi orang
yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah dijatuhi hukuman ta zir.
Sehingga hukuman yang dikenakan bagi pelaku langsung dengan tidak
langsung jelas berbeda dan tidak sama.>?

Pada umumnya yang termasuk kedalam jarimah hudud dan gishas
hukumannya telah ditentukan sangat berat sehingga pelaku yang berbuat
tidak langsung merupakan syubhat yang mana menggugurkan hukuman
hadd. Sebab pelaku tidak langsung tidak sama bahayanya bila
dibandingkan dengan pelaku langsung. Namun apabila perbuatan pelaku

51 Rahmat Hakim. Hukum Pidana Islam : Figh Jinayah. 56.
52 Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam. cet IV. 149.
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tidak langsung bisa dinilai sebagai pelaku langsung sebab pelaku langsung
hanyalah alat yang diatur oleh pelaku tidak langsung, maka pelaku tidak
langsung itu bisa dikenai hukuman hadd atau gishas. Menurut pendapat
Malik, bisa saja pelaku tidak langsung dinilai juga sebagai pelaku
langsung sebab orang tersebut menyaksikan terjadinya jarimah meskipun
tanpa berbuat apapun.>®

Hukuman terhadap pelaku langsung serta pelaku tidak langsung,
perbedaannya hanya dalam jarimah hudiid dan gishas maka tidak berlaku
untuk jarimah ta’zir. Sebab didalam jarimah ta’zir hukumannya tidak ada
yang berbeda untuk pelaku langsung maupun pelaku tidak langsung.
Karena perbuatan yang dilakukan masing-masing termasuk kedalam
jarimah ta’zir yang mana hukumannya juga hukuman ta’zir. Sehingga
dalam hal ini, jelas bahwa hakim mempunyai kebebasan untuk
menentukan besar kecilnya hukuman razir namun tetap dengan sesuai
ketentuan apa yang sudah ia lakukan. Maka hukuman pelaku tidak
langsung bisa saja lebih berat, lebih ringan, ataupun sama dengan pelaku
langsung dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terhadap jarimah
yang dilakukan.

Terkait pengklasifikasi jenis tindak pidana, bisa disandarkan
dengan penjelasan Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwasanya
yang termasuk ke dalam jarimah gishas diyat yang mana ada 5,
diantaranya yaitu : pembunuhan sengaja (al-gathlul amd), pembunuhan
semi sengaja (al gathlul syibhul amd), pembunuhan karena kesalahan (al
gathlul khatar), penganiayaan sengaja (al jurhul amd), dan penganiayaan
tidak sengaja (al jurhul khata’).>* Sedangkan masuknya konsekuensi main
hakim sendiri ialah termasuk jarimah gqishas diyat yang mana pengenaan
sanksi hukumannya disandarkan kepada ketentuan hukuman gishas diyat

yang berupa hukuman denda atau pengganti.

53 Sahid. Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Figh Jinayah. 87.
5 <Abd Qadir ‘Audah. al-TashiT al-Jina i al-Islami Muqaranan bi al-Oanun al-Wad 7. 79.
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Bentuk turut serta melakukan tindak pidana menurut hukum pidana positif,
diatur didalam BAB V pasal 55 KUHP yang mana terkait menyuruh
melakukan, turut serta melakukan, dan menghasut dengan dijatuhi hukuman
sebagai pelaku yang disebutkan dalam pasal 55 yaitu :

1. Dipidana dengan sebagai orang pembuat sesuatu tindak pidana. Kesatu
terkait orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan perbuatan tindak pidana. Kedua terkait orang yang dengan
diberinya upah, dilakukannya perjanjian, menggunakan kekuasannya,
menggunakan ancaman atau tipu muslihat, ataupun dengan memberi suatu
peluang maupun keterangan yang dilakukan dengan sengaja menghasut
agar perbuatan tindak pidana itu dilakukan.>®

2. Terkait orang yang dimaksudkan dalam sub 2 diatas, yang boleh
mempertanggung jawabkan perbuatannya hanyalah tentang sengaja
dibujuk karenanya dan akibat dari suatu perbuatan tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana islam, perbuatan main hakim sendiri
dapat dikategorikan dalam rumusan sebagai berikut :*°
1. Termasuk kedalam tindak pidana pembunuhan yang disengaja apabila

syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja terpenuhi. Yang mana
syarat-syarat dari tindak pidana pembunuhan yang disengaja ialah manusia
hidup merupakan korban yang dibunuh, kematiannya merupakan hasil dari
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan dikehendakinya terjadi
kematian terhadap korbannya.

2. Termasuk Kkedalam tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja
apabila syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja terpenuhi.
Yang mana Syarat-syarat dari pembunuhan yang tidak disengaja ialah
manusia hidup merupakan korbannya, akibat perbuatan dari pelaku
terjadinya kematian korban, merupakan kesengajaan saat melakukan

perbuatan.

%5 Sahid. Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Figh Jinayah. 80.
%6 Ahmad Mawardi Muslich. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. 135-139.
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3. Termasuk kedalam tindak pidana pembunuhan sebab kesalahan apabila
tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dalam pembunuhan tersebut yang
mana semata-mata akibat faktor kelalaian dari pelakunya. Unsur-unsur
yang memenuhi terkait tindak pidana pembunuhan sebab kesalahan ialah
manusia hidup merupakan korbannya, akibat perbuatan dari pelaku
terjadinya kematian korban, perbuatan yang dilakukan pelaku terjadi sebab
adanya kekeliruan, hubungan sebab akibat dari kekeliruan dan kematian.

4. Termasuk kedalam tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang
disengaja apabila perbuatan main hakim ditujukan dan dilakukan
perbuatan itu dengan sengaja untuk bermaksud membuat berakibatnya
luka-luka pada tubuh korbannya.

5. Termasuk kedalam tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang
tidak disengaja apabila perbuatan main hakim ditujukan dan dilakukan
perbuatan itu dengan sengaja namun tidak bermaksud membuat
berakibatnya luka-luka pada tubuh korbannya.

Bagi pelaku tindak pidana turut serta dalam melakukan jarimah, terdapat
juga didalam hukum positif Indonesia dalam pasal 170 KUHP yang
diterangkan bahwa :

1. Barang siapa yang melakukan dimuka umum bersama untuk melakukan
suatu kekerasan terhadap orang atau barang, maka dihukum penjara
selama-lamanya lima tahun enam bulan.

2. Tersalah dihukum :

a. Penjara selama-lamanya tujuh tahun apabila dengan perbuatannya
yang sengaja untuk merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukan
itu mengakibatkan sesuatu luka terhadap korbannya.

b. Penjara selama-lamanya sembilan tahun apabila kekerasan yang
dilakukan berakibat luka berat pada tubuh korban Penjara selama-
lamanya dua belas tahun apabila kekerasan yang dilakukan berakibat

matinya seseorang atau korban.®’

57 Andi Hamzah. Delik Delik Tertentu Dalam KUHP. 7.
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BAB Il1

PENYAJIAN DATA KRONOLOGI TURUT SERTA MELAKUKAN
JARIMAH MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU PENCURIAN
SEPEDA MOTOR DI DESA KEBOAN ANOM KECAMATAN
GEDANGAN SIDOARJO

A. Profil Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Sidoarjo®®
1. Luas dan Batas Wilayah

Keadaan wilayah dalam suatu daerah, pada umumnya akan
mempengaruhi terhadap sifat dan watak dari masyarakat yang tinggal
didalamnya. Kondisi seperti inilah yang akan mempengaruhi perbedaan
karakteristik masyarakat yang satu dengan yang lainnya di wilayah yang
berbeda. Ada beberapa faktor yang bisa menentukan perbedaan dari
kondisi masyarakat tersebut, yang diantaranya ialah terkait letak
geografisnya, ekonomi, keagamaan, serta pendidikannya. Semua faktor itu
saling berkaitan dan berkesinambungan dalam membentuk karakteristik
tiap orangnya, sehingga ketika menjadi satu kesatuan sebagai masyarakat
akan memunculkan berbagai perbedaan atau masalah yang timbul dari ciri
khas masing-masing.

Desa Keboan Anom merupakan salah satu wilayah yang berada di
bawah wilayah administrasi Pemerintah Kecamatan Gedangan Kabupaten
Sidoarjo. Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan memiliki luas
wilayah kurang lebih 197,27 Ha. Berikut adalah batas-batas wilayah dari
Desa Keboan Anom :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bohar Kecamatan Taman

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangbong Kecamatan
Gedangan

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Keboan Sikep Kecamatan
Gedangan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ganting Kecamatan Gedangan

2. Kependudukan

%8 Arsip Monografi Desa Keboan Anom. 2019



Jumlah penduduk Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan
secara keseluruhan adalah sebesar 11.126 orang yang terdiri dari 3196
Kepala Keluarga (KK). Berikut ialah paparan Klasifikasi penduduk Desa
Keboan Anom Kecamatan Gedangan lebih spesifik :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan

No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki- Laki 5678
2 Perempuan 5559

11.237

Sumber : Laporan Kependudukan Desa Keboan Anom, Desember 2019

Dari tabel di atas diketahui bahwasannya jumlah laki-laki lebih
banyak dari pada jumlah perempuan dengan selisih sebesar 119 jiwa.
Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Sidoarjo
mayoritasnya adalah bekerja sebagai karyawan perusaahan swasta untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini juga dikarenakan
wilayah desa Keboan Anom termasuk kedalam wilayah yang terdapat
banyak industri besar maupun kecil sehingga masyarakatnya banyak yang
menjadi buruh pabrik. Adapun jenis kegiatan ekonomi lainnya yang
dilakukan oleh masyarakat desa Keboan Anom. Berikut ialah tabel data
terkait mata pencaharian penduduk dari desa Keboan Anom :

Tabel 3.2
Klasifikasi Bedasarkan Mata Pencaharian

Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan

No Mata Pencaharian Jumlah
1 Karyawan Swasta 1236
2 Petani 257
3 Pegawai Negeri Sipil 58
4 Buruh Tani 61
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5 Pengrajin 22
6 Pedagang Kelontong 59
7 Peternak 8
8 TNI/POLRI 36
9 Perawat Swasta 24
10 Purnawirawan 78
1839

Sumber : Laporan Kependudukan Desa Keboan Anom, Desember 2019

Dari tabel di atas bisa di simpulkan bahwasannya dalam memenuhi
kebutuhan hidup sehari-harinya masyarakat Desa Keboan Anom bekerja
sebagai karyawan swasta di perusahaan dan berbagai jenis pekerjaan
lainnya.
Keadaan Sosial Pendidikan

Keadaan sosial pendidikan masyarakat Desa Keboan Anom bisa
dibilang termasuk kedalam golongan masyarakat yang mempunyai
kepedulian yang cukup tinggi dengan dunia pendidikan yang baik. Hal ini
bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Klasifikasi Tingkat Pendidikan
Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan

No Pendidikan Jumlah
1 TK dan Sekolah Dasar 432
2 SMP 943
3 SMA 854
4 Akademi/D1-D3 125
5 Sarjana 258
6 Pascasarjana 16

2628

Sumber : Laporan Kependudukan Desa Keboan Anom, Desember 2019
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya tingkat pendidikan yang

ada di Desa Keboan Anom termasuk cukup banyak yang pernah

mengenyam dunia pendidikan. Dengan seiring perkembangan zaman,

masyarakat Desa Keboan Anom juga turut berusaha memberikan

38




pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya dengan berusaha agar mereka
diterima di sekolah yang dianggap unggulan atau favorit. Meskipun hal itu
tidak bisa menjadi patokan bahwa pendidikan yang didapat adalah
pendidikan yang terbaik. Tapi hal itu sudah lebih baik untuk membuat
masyrakat melek huruf ataupun melek pendidikan karena pentingnya
sebuah pendidikan tidak bisa dipungkiri bagi kemajuan suatu wilayah.
Keadaan Sosisal Keagamaan

Keadaan sosial dan keagamaan masyarakat Desa Keboan Anom
bisa dibilang cukup beragam, sebab masyarakatnya menganut beberapa
agama yang berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
Berikut adalah tabel jumlah komposisi masyarakat Desa Keboan Anom
Kecamatan Gedangan menurut agama yang dianut, yaitu :

Tabel 3.4
Klasifikasi Menurut Kepercayaan Keagamaan

Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan

No Kepercayaan Agama Jumlah
1 Islam 10772
2 Kristen 220
3 Katholik 105
4 Hindu 29

11.126

Sumber : Laporan Kependudukan Desa Keboan Anom, Desember 2019
Dari tabel di atas bisa dilihat, bahwasannya mayoritas kepercayaan
agama dari masyarakat Desa Keboan Anom adalah islam. Hal ini sesuai
bila dikaitkan dengan rutinitas yang dijalankan oleh masyarakat Desa
Keboan Anom yang beragama islam selalu mengadakan pengajian rutin
setiap malam jum’at yang diadakan bisa di masjid ataupun dari rumah ke
rumah. Hal ini bisa menjadi pemupuk silahturahmi yang baik, dan
menguatkan rasa kesatuan sama lain. Meskipun terdiri dari berbagai
masyarakat yang menganut agama berbeda, tidak pernah terjadi konflik

akibat perbedaan tersebut akan tetapi menjadi rasa tenggang rasa yang
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cukup baik diantara umat beragama di lingkungan masyarakat Desa
Keboan Anom.

B. Deskripsi Kejadian Turut Serta Melakukan Jartmah Main Hakim Sendiri
Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor Di Desa Keboan Anom
Kecamatan Gedangan Sidoarjo

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan secara rinci terkait terjadinya
pencurian sepeda motor yang berujung perbuatan main hakim sendiri yang
dilakukan oleh warga sekitar terhadap pelaku pencurian tersebut.>® Kejadian
itu terjadi pada tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB di rumah
korban di Jalan Martam Desa Keboan Anom RT 01 RW 01 Kecamatan
Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Bermula dari pemilik sepeda motor Honda
Beat Nopol L 3472 AQ vyaitu bapak Judi Isdarjoko dan istrinya ibu Rusmala
yang memarkirkan sepeda motornya di teras depan rumahnya dengan keadaan
kunci masin menempel dimotor tersebut. Sepeda motor tersebut baru saja
beliau gunakan untuk mengantarkan istrinya berbelanja di pasar, karena
berpikiran akan ada tukang yang memperbaiki rumahnya sehingga beliau
membiarkan kunci sepeda motor itu tetap menempel di sepeda motor tersebut,
sebab sudah terbiasa seperti itu dan menganggapnya aman. Saat beliau dan
istrinya sarapan di dalam rumah, pak Judi Isdarjoko melihat dari kaca pigora
diruang makan ada orang yang masuk kerumahnya. Sehingga pak Judi
Isdarjoko menyuruh istrinya ibu Rusmala untuk memeriksa siapa orang yang
masuk kedalam rumahnya tersebut.®

Ibu Rusmala kemudian berjalan menuju teras depan rumah dan melihat
bahwa memang benar ada orang yang masuk kedalam ruang tamunya.
Kemudian beliau berusaha mengecek siapa yang datang, namun beliau melihat
jelas bahwa seseorang itu adalah laki-laki yang sedang membawa sepeda
motor milik suaminya yang saat itu memang kuncinya masih menempel di

sepeda motor tersebut serta menggunakan helm Yamaha warna hitam yang

59 Berdasarkan hasil wawancara korban. saksi dan penyidik Polsek Gedangan yang menangani
kasus pencurian di Desa Keboan Anom. tanggal 1 Februari 2021.

%0 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Judi Isdarjoko. selaku pemilik sepeda motor yang
dicuri. tanggal 2 Februari 2021.

40



ada diruang tamu. Awalnya ibu Rusmala mengira itu adalah tukang yang
sedang bekerja dirumahnya, ternyata setelah beliau lebih dekat lagi melihatnya
ternyata itu bukan tukang yang sedang bekerja dirumahnya. Sehingga ibu
Rusmala spontan lari dan menarik sepeda motor yang berusaha dibawa lari
oleh pencuri itu dengan berteriak keras “Maling...maling...maling” berulang-
ulang hingga suaminya pak Judi Isdarjoko yang didalam rumah kaget dan
bergegas untuk melihat istrinya tersebut.®

Selanjutnya pak Judi Isdarjoko lari dan berusaha menghadang pelaku
tersebut hingga sempat adu mulut juga dengan pelaku. Pelaku yang merasa
ketakutan akhirnya pergi meninggalkan sepeda motor yang hendak dicurinya
begitu saja dengan keadaan masih menggunakan helm. Karena teriakan ibu
Rusmala itu cukup keras, para warga sekitar juga spontan keluar dan melihat
ada laki-laki yang menggunakan helm hitam dan berkaos biru lari terbirit-birit
ketakutan. Warga yang spontan menyadari itu adalah maling atau pelaku
pencurian berusaha lari untuk menangkap pelaku. Pelaku yang lari ketakutan
berusaha membuang juga helm hitam yang dikenakan tetapi ia tidak sengaja
tersandung polisi tidur dan berhasil ditangkap oleh warga. Adapun pak Agus
yang berhasil menangkap maling tersebut dengan beberapa warga yang lain
yaitu pak Budi dan pak Irul spontan langsung menghajar maling itu hingga
babak belur. Mereka memukuli maling itu tanpa menggunakan senjata dan
hanya dengan tangan kosong.

Sedangkan adapun beberapa warga yang lain juga berusaha melerai tetapi
ada juga yang refleks (ikut-ikutan) karena merasa geram atas aksi yang
dilakukan oleh maling tersebut yaitu pak Anas dan pak Setyo yang turut serta
melakukan pengeroyokan. Mereka memukul maling dengan beberapa
pukulan, mungkin 2-4 kali dan menendangnya beberapa kali. Beruntung ada
petugas linmas vyaitu pak Pujianto yang berhasil mengamankan maling
tersebut dari amukan warga yang semakin menjadi-jadi. Pasalnya ini bukan

kali pertama daerah tersebut disatroni maling, melainkan sudah beberapa kali

%1 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rusmala, selaku istri dari pemilik motor yang dicuri,
tanggal 2 Februari 2021
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namun pelakunya belum juga ditangkap sehingga para warga yang berhasil
menangkap pelaku itu merasa ingin meluapkan emosinya.

Setelah diamankan oleh pak Pujianto, pelaku pencurian tersebut dibawa ke
depan rumah korban untuk dipastikan apa memang benar itu pelakunya dan
juga pak Pujianto langsung memberitahukan kepada pak Kades bahwa ada
maling yang tertangkap dan terkena amukan massa (perbuatan main hakim
sendiri). Pak kades yang mengetahui adanya kejadian tersebut langsung
menelfon Polsek setempat yaitu Polsek Gedangan selaku kepolisian wilayah
sektor yang bertugas untuk pelaku bisa di proses lebih lanjut atas kejadian
yang telah terjadi tersebut. Pelaku yang sudah diamankan oleh polisi Polsek
Gedangan yaitu pak Suyanto dan rekannya berusaha memintai keterangan
kepada pelaku dan korban untuk selanjutnya dijadikan sebagai berita acara
pemeriksaan.®?

Pelaku yang dimintai keterangannya menjelaskan bahwa ia bernama Imam
Hambali yang beralamat di jalan Kupang GG 1 No. 44 Sawahan Surabaya
menuju sedati Sidoarjo dengan naik Gojek dan sekira jam 06.30 WIB tiba di
Desa Keboan Anom. la turun di pinggir sungai lalu membayar ongkos gojek
setelah itu ia berjalan masuk kampung ke arah utara kemudian ia melihat
sebuah rumah dalam keadaan sepi serta pintu depan rumah sudah terbuka dan
di dalam rumah tersebut terdapat sepeda motor yang kuncinya masih
menempel disepedanya selanjutnya ia masuk ke dalam rumah melalui pintu
depan yang sudah terbuka lalu mengambil helm yang berada diruang tamu
kemudia ia kenakan helmnya dan berusaha membawa sepeda motor curian
untuk dikeluarkan dari rumah. Tiba-tiba pemilik sepeda motor keluar dari
rumah dan berteriak sehingga suami dan warga sekitar keluar, ia ketakutan
kemudian meninggalkan sepeda motor curiannya dan lari tetapi tertangkap
oleh warga sehingga mendapatkan beberapa kali pukulan hingga babak belur
kemudian diamankan oleh polisi Polsek Gedangan. Tetapi saat ditangkap,

pelaku mengaku tidak membawa Handphone sedangkan untuk naik Gojek ia

62 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ach. Syaiful Hadi, S.Ag, selaku Kepala Desa
Keboan Anom. tanggal 1 Februari 2021.
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memerlukan aplikasi dari hp untuk bisa pesan, oleh karena itu pelaku diproses
lebih lanjut oleh penyidik kepolisian Polsek Gedangan.®?

C. Faktor-Faktor yang Mendasari Turut Serta Melakukan Jarimah Main
Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor di Desa
Keboan Anom Kecamatan Gedangan Sidoarjo

Adapun penulis telah melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang
terkait untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mendasari
turut serta melakukan jarimah main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga
Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan terhadap pelaku pencurian sepeda
motor. Penulis melakukan wawancara kepada korban suami istri yaitu pemilik
dari sepeda motor yang dicuri, warga yang melakukan turut serta melakukan
jarimah main hakim sendiri, Kepala Desa Keboan Anom, serta Penyidik
Kepolisian Polsek Gedangan selaku penegak hukum diwilayah tersebut dan
yang memproses pelaku pencurian tersebut.

Turut serta melakukan jarimah main hakim sendiri terhadap pelaku
pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh warga Desa Keboan Anom
Kecamatan Gedangan memang terjadi bukan karena sebab yang tidak jelas.
Akan tetapi hal tersebut juga tidak bisa dibenarkan, apabila dilihat dari asas
hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah hal yang dilakukan oleh warga
Desa Keboan Anom tersebut sudah termasuk kedalam tindak pidana
pengeroyokan. Karena mereka tidak punya andil dalam memberi hukuman
kepada pelaku yang belum dianggap sebagai orang yang bersalah. Dalam
terjadinya perbuatan main hakim sendiri, pasti ada faktor-faktor yang
mendasari sehingga perbuatan tersebut bisa terjadi. Selain itu juga adanya
motivasi dari para pelaku turut serta melakukan main hakim sendiri bisa
menjadi suatu faktor yang membuat perbuatan yang tidak seharusnya terjadi
itu terjadi.

Menurut pak Agus, motivasi yang mendasari beliau melakukan perbuatan

main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian sepeda motor itu semata-mata

%3 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suyanto. selaku penyidik Kepolisian Polsek
Gedangan. tanggal 2 Februari 2021
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supaya pelaku tidak bisa melarikan diri. Tidak berniat merencanakan untuk
menyakiti tapi tanpa disadari beliau menjadi geram dan emosi atas apa yang
telah dilakukan pelaku sehingga membuatnya melayangkan pukulan kebagian
wajah pelaku. Sebab menurutnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku itu
menjadi  keresahan warga sekitar, merasa tidak aman dan menimbulkan
kekhawatiran kejadian pencurian akan timbul lagi. Karena kejadian yang
pernah terjadi sebelumnya tidak ada kejelasan pelaku tertangkap atau tidak,
dan menurutnya membahayakan lagi bila pelaku yang ini juga tidak
tertangkap.®*

Terhadap turut serta melakukan jarimah main hakim sendiri yang
dilakukan oleh pak Budi dan pak Irul dengan melakukan pengeroyokan,
dipikiran keduanya hanya spontanitas saja ketika memukuli pelaku agar tidak
ada pelaku tindak pidana yang lain muncul ataupun berani lagi untuk beraksi
didaerah tersebut dan supaya menimbulkan efek jera serta rasa takut bagi
orang-orang Yyang mungkin ingin melakukan tindak kejahatan serupa. Dan
bagi pak Anas dan pak Setyo yang juga turut serta melakukan pengeroyokan,
keduanya hanya refleks (ikut-ikutan) dan terbawa emosi saja. Selain itu
merasa jengkel atas beberapa kali terjadinya pencurian, tetapi seakan laporan
terjadinya pencurian hanya angin lalu bagi kepolisian.®®

Menurut pak Judi Isdarjoko dan ibu Rusmala sebagai pihak korban yang
merasa dirugikan atas perbuatan pelaku pencurian tersebut, perbuatan main
hakim sendiri yang dilakukan oleh warga memang tidak bisa dibenarkan.
Akan tetapi mereka paham bahwa sikap refleks dengan memukuli pelaku
pencurian itu, juga bisa membuat pelaku tidak melarikan diri sehingga pelaku
bisa ditangkap dan bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.
Mengingat bahwa di daerah Desa Keboan Anom bukan pertama kalinya
disatroni maling, membuat warga juga menjadikan pelaku yang tertangkap

menjadi  bulan-bulanan mereka sehingga terjadinya perbuatan main hakim

®* Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus. pelaku main hakim sendiri. tanggal 2

Februari 2021.

®> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Budi, bapak Irul, Bapak Anas dan bapak Setyo,
pelaku main hakim sendiri. tanggal 2 Februari 2021.
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sendiri tidak bisa dihindari. Dan terkait faktor-faktor yang mendasari motivasi
turut serta melakukan jarimah main hakim sendiri oleh pelaku pengeroyokan
adalah merasa sama atau senasib perasaannya apabila ia diposisi tersebut
ketika barang miliknya diambil tanpa izin oleh orang yang tidak dikenal.®®

Sedangkan menurut bapak Kepala Desa Keboan Anom dan Penyidik
Kepolisian Polsek Gedangan, faktor yang mendasari perbuatan main hakim
sendiri yang paling terlihat sekarang adalah karena mulai hilangnya rasa
kepercayaan warga terhadap penindakan para pelaku tindak pidana yang
memang tidak hanya sekali melakukan tindak pidana tersebut. Keadaan
peradilan di Indonesia terkait upaya penegakan hukumnya seakan tumpul
keatas tajam kebawah membuat masyarakat mulai berpikir bahwa keadilan itu
tidak pernah ada, kalau bukan mereka sendiri yang melakukannya. Sehingga
seperti perbuatan main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana beberapa
kali terjadi dan terulang kembali mengingat di zaman yang saat ini,
seharusnya masyarakat sudah bisa berpikir secara rasional terhadap apa yang
dilakukannya itu adalah hal benar atau tidak. Penindakan yang tegas terhadap
pelaku tindak pidana memang harus ditegakkan tapi tidak boleh pula
melupakan bahwa pemerintah sebagai penghadir kesejahteraan untuk rakyat
memang sudah berjalan baik atau tidak.®’

Dari berbagai penjelasan warga ataupun pihak-pihak yang terkait baik
korban, saksi, kepala desa maupun pihak kepolisian, faktor-faktor yang
mendasari turut serta melakukan jarimah main hakim sendiri terhadap pelaku
pencurian di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan ialah sebagai berikut :
1. Faktor sakit hatV/ emosi

Sikap pelaku yang sudah tertangkap basah tetapi masih berusaha
melarikan  diri, merupakan pemicu timbulnya emosi warga untuk
menangkap dan membuatnya tidak melarikan diri.  Melihat tidak

kooperatifnya pelaku tersebut, rasa ingin memberi pelajaran bagi pelaku

®® Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Judi Isdarjoko dan ibu Rusmala, selaku pemilik
sepeda motor yang dicuri. tanggal 2 Februari 2021.

®’ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Keboan Anom dan Penyidik Polsek
Gedangan. tanggal 1 Februari 2021.
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semakin meningkat. Belum lagi ketika ditanyai selalu menyangkal ataupun
tidak mau menjawab. Serta rasa sakit hati sudah terjadi berulang-berulang
terkait kejahatan pencurian didaerah tersebut.
2. Faktor berkurangnya rasa kepercayaan terhadap penegak hukum dalam
penindakan tindak pidana
Beberapa kali telah terjadinya tindak pidana pencuria, namun
penindakan terhadap tersangka yang tidak jelas membuat warga merasa
bahwa laporannya tidak proses. Mereka menginginkan tahu bahwa pelaku
yang memang melakukan tindak pidana tersebut harus diproses dengan
apa yang sudah ia lakukan. Sehingga rasa hormat dan kepercayaan kepada
lembaga penegak hukum seakan terkikis.
3. Faktor ikut-ikutan
Menjadi motivasi pendorong terjadinya turut serta melakukan
pengeroyokan, sering kali yang awalnya hanya sekedar ingin melerai atau
melihat tetapi malah tersulut emosinya untuk memberikan hukuman juga
tanpa perlu diminta ataupun diajak. Hal manusiawi yang sering terjadi,
seakan merasakan rasa yang sama atau bisa juga sebab terprovokasi oleh
keadaan yang mendukung.

Faktor-faktor yang mendasari turut serta melakukan jarimah main hakim
sendiri, tidak hanya berasal dari faktor internal pelaku main hakim sendiri.
Melainkan juga berasal dari faktor eksternal, yang mana hal itu berasal dari
faktor-faktor legalitas hukum yang diantaranya ialah :

1. Faktor penanganan laporan korban oleh aparat penegak hukum
Respon lanjutan dari aparat penegak hukum atas laporan dari
korban, acap kali berujung tidak adanya kejelasan yang lebih atau tidak
menemui titik terang. Membuat korban yang menunggu terlalu lama
menjadi kecewa dengan penanganan atas perkara yang telah dilaporkan.

Sehingga mereka yang merasa kurang puas atas pelayanan tersebut

membuat timbulnya omongan satu ke yang lain bahwa respon penanganan

dari aparat penegak hukum tidak cepat dan tepat melainkan terkesan
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lambat. Belum lagi keterangan antara korban dan pihak kepolisian sering
kali tidak sesuai.
. Faktor hukum yang dianggap belum menimbulkan efek jera

Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat
sering kali dianggap sebagai salah satu upaya tindakan preventif supaya
tidak terjadi kembali kejadian-kejadian tindak pidana yang lainnya.
Padahal tindakan yang mereka lakukan bisa jadi termasuk tindak pidana
karena melukai orang lain secara massa. Selain itu proses penanganan
pelaku pencurian dengan proses hukum yang prosedural juga tidak
membuat tindak kejahatan pencurian berkurang, hal ini lah yang membuat
warga kurang puas dengan hukum yang menjerat pelaku.
. Faktor pelaku aksi main hakim sendiri tidak ada proses hukumnya

Masyarakat yang telah melakukan perbuatan main hakim sendiri,
beberapa kali lolos dari jeratan hukum. Pihak kepolisian menjelaskan
kepada penulis bahwa pelaku main hakim sendiri hanya dimintai
keterangan lalu menjelaskan bahwa apa yang dilakukan mereka adalah
termasuk aksi yang bersifat responsif dan tidak sengaja. Sedangkan pelaku
yang di main hakim sendiri harus merasakan dua kesakitan secara
bersamaan.
. Faktor pengabaian asas praduga tak bersalah

Dalam hukum pidana islam maupun hukum pidana yang berlaku
dilndonesia, asas praduga tak bersalah merupakan asas yang
berkesinambungan dengan asas legalitas hukum, sebab tidak dibenarkan
sama sekali atas perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan kepada
pelaku yang dianggap telah melakukan tindak pidana namun belum
diputuskan bersalah dimuka persidangan.

Berdasarkan faktor-faktor yang mendasari turut serta melakukan jarimah

main hakim sendiri yang sudah dipaparkan di atas, bisa dilihat bahwa ada 2

(dua) pertemuan faktor yang saling berkesinambungan yaitu antara faktor

internal terkait perilaku aksi main hakim dan untuk faktor eksternal terkait

legalitas hukumnya.
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BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TURUT SERTA
MELAKUKAN JARIMAH PADA PELAKU PENCURIAN SEPEDA
MOTOR DI KEBOAN ANOM KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN
SIDOARJO

A. Analisis Faktor-Faktor Yang Mendasari Turut Serta Melakukan Jarimah
Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor Oleh Warga Di Desa Keboan
Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

“Negara harus memastikan seseorang yang diadili tidak melanggar HAM
dan hukum harus ditegakkan kepada siapa saja” begitulah ucapan yang sering
diucapkan oleh mantan Hakim Agung Altidjo Alkostar. Menelisik apa yang
diucapkan beliau setiap selesai beracara, memang benar adanya bahwa hukum
itu wajib dan harus ditegakkan bagi siapapun tanpa terkecuali. Yang artinya
tidak melihat siapa dia ataupun apa jabatan yang sedang ia emban, hukum
tetap harus berlaku. Akan tetapi dalam penegakan hukum untuk mengadili
para pelakunya, Kkita tidak boleh juga melupakan hak asasi yang dimiliki oleh
setiap individu di dunia ini yang diberikan atas karunia dari Allah.®

Hukum memang tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kita dalam
bermasyarakat, apalagi hukum dan perundang-undangan. Keduanya berbeda
akan tetapi keduanya juga berkesinambungan satu sama lain. Keduanya
berfungsi sebagai pedoman atau pengatur perilaku masyarakat supaya
terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman tentram dan damai bagi
siapapun. Keduanya juga memiliki perbedaan terkait bentuk dan ruang
lingkupnya. Hukum ialah bentuk wujud suatu peraturan yang lebih luas bila
dibandingkan dengan perundang-undangan. Yang mana hukum tidak hanya
tertulis atau berbentuk tulisan, melainkan juga bisa tidak berbentuk tulisan
seperti halnya hukum adat yang tidak tertulis akan tetapi dijalankan bagi

wilayah yang menerapkan hal tersebut. Sedangkan perundang-undangan

o8 Najwa Shihab. Catatan Najwa Part 1 - Palu Hakim Artidjo: "Saya Ingin Hukum Mati

Koruptor". (Catatan Najwa Part 2 - Palu Hakim Artidjo: Godaan Suap dan Teror untuk Artidjo
Alkostar - YouTube. diakses pada 17 Februari 2020 pukul 11.17 WIB).



https://www.youtube.com/watch?v=hQegp8qNIEE
https://www.youtube.com/watch?v=hQegp8qNIEE

merupakan bentuk dari suatu peraturan yang tertulis dan merupakan bagian
dari hukum.®® Seringkali hukum dianggap tajam ke bawah tumpul keatas, hal
ini dipengaruhi oleh perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
dalam menegakkan hukum yang berlaku.

Padahal hukum atau peraturan itu jelas berlaku dan diberlakukan untuk
siapapun yang termasuk didalamnya. Hukum juga sudah jelas mengatur terkait
ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang batas-batas sebuah tindak pidana
serta sanksi-sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan tindak pidana yang
telah dilakukan. Hal ini sudah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana yang telah jelas memuat tentang ketentuan perlakukan atau sanksi
hukuman yang harus diterima oleh pelaku pencurian yang tertangkap. Namun
dalam ketentuan KUHP tidak ada pasal satupun yang menghendaki atau
memperbolehkan adanya hukuman secara langsung bagi pelaku tindak pidana,
termasuk bagi pelaku pidana pencurian yang tertangkap sekalipun. Sehingga
seperti perbuatan main hakim sendiri jelas bukanlah sanksi hukuman yang
harus dikenakan oleh para pelaku pencurian yang tertangkap.

Dalam kehidupan bermasyarakat baik dalam wilayah pedesaan ataupun
perkotaan, baik secara primitif maupun modern mempunyai suatu hukum yang
mereka berlakukan dengan ketentuannya masing-masing. Jenis-jenis hukum
yang diberlakukan pun bisa berbeda-beda terkait dengan bentuk maupun
pelaksanaannya. Bila dalam masyarakat primitif, hukum adat lebih dikenal
dan diberlakukan dalam mengatur wilayah tersebut akan tetapi dalam
masyarakat modern maupun perkotaan lebih mengenal dan menerapkan
hukum yang tertulis sehingga pembuktiannya juga harus dengan fakta yang
nyata dan jelas. Terkait dengan hal tersebut bisa dikatakan bahwa bentuk
hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat memiliki hubungannya dengan
suatu bentuk masyarakat.”

Meskipun memiliki perbedaan bentuk hukum pada lapisan masyarakat,

hukum yang dibuat oleh negara dan disahkan oleh pemerintah tetap berlaku

09 Suryanto Sukanto. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. (Jakarta : Rajawali. 1987). 29.

’® Alvin S. Johnson. Sosiologi Hukum terj. Rinaldi Simamora. (Jakarta : Rineka Cipta. 2004). 194-
212.
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bagi seluruh lapisan masyarakat yang berada di dalam wilayah tersebut. Pada
dasarnya hukum yang berlaku di masyarakat memiliki fungsi dan tujuan yang
sama, yang mana berusaha menciptakan suatu ketertiban, keamanan, dan
ketentraman bagi seluruh masyarakat yang ada.”* Oleh karenanya dilakukan
berbagai cara supaya tujuan tersebut dapat tercapai, yang mana dilakukan dari
pembentukan lembaga pembuat hukum, pelaksanaan hukum, pengawasan
hukum, hingga penegak hukum yang semata-mata agar semuanya berjalan
dengan sebagaimana mestinya dan tidak merugikan pihak manapun. Akan
tetapi, tidak selamanya hukum yang berlaku itu berjalan dan dijalakan sesuali
dengan apa yang dikehendaki, sebab ada beberapa faktor yang bisa membuat
hukum itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Mengenai jaminan keamanan dan ketentraman bukan hanya sebatas aspek
pemberian sanksi hukuman sesuai peraturan perundangan-undangan yang
berlaku kepada pelaku pencurian yang tertangkap, melainkan juga seharusnya
menjadi efek jera dan rasa takut bagi pihak-pihak yang mungkin akan
melakukan pencurian serta hal ini sebagai upaya pencegahan terjadinya lagi
tindak pidana pencurian. Sehingga dengan upaya realisasi keamanan dan
ketentraman bisa tercapai sesuai dengan tujuan dan harapan dari dibuatnya
suatu hukum yang mengatur hal tersebut untuk menjamin hak keamanan
masyarakat seutuhnya. Akan tetapi, bila realisasi hukum sebagai jaminan
keamanan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat berlaku dengan kurang
atau bahkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka tidak akan terelakkan
bahwa akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap efek jera yang
timbul dari adanya suatu hukum vyang berlaku. Yang bisa berakibat
masyarakat sendiri akan menciptakan suatu ancaman atau hukuman yang
dirasa pantas menurut mereka, bagi pihak-pihak yang berniat atau melakukan
gangguan keamanan pada masyakarat tersebut.

Namun implikasi yang dilakukan dari terjadinya tindakan melawan hukum
lalah diberinya sanksi kepada pihak yang telah melakukan suatu perbuatan

yang melawan hukum. Yang mana dengan jelas bahwa masyarakat yang

& Suryanto Sukanto. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. 25-28.
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terlibat dalam perbuatan main hakim sendiri seharusnya juga dikenakan sanksi
hukuman atas perbuatan mereka. Menurut pasal 351 hingga 358 KUHP
penganiayaan dibedakan dari klasifikasi perbuatan, akibat dari perbuatannya,
aspek perencanaan hingga keikutsertaan dalam melakukan perbuatan
penganiayaan tersebut. Idealnya dengan adanya keberadaan pasal-pasal
tersebut bisa menjadi dasar untuk dilakukan proses pemeriksaan kepada
masyarakat yang terlibat dalam perbuatan main hakim sendiri yang mana
kewenangan ini dilakukan oleh pihak yang berwajib.

Akan tetapi proses tersebut masih beberapa kali belum dilakukan oleh
pihak yang berwajib kepada para masyarakat yang jelas-jelas telah melakukan
perbuatan main hakim sendiri yang berakibat penganiayaan pada pelaku
tindak pidana. Meskipun beritanya sudah termuat dibeberapa media massa
terkait adanya perbuatan main hakim sendiri, para masyarakat yang terlibat
dalam perbuatan itu tidak diproses secara hukum yang berlaku. Sehingga
wajar bila dikemudian hari, kejadian seperti perbuatan main hakim sendiri
terulang kembali dan tidak jarang membuat pelaku meregang nyawa ditempat
kejadian terjadinya perbuatan main hakim sendiri itu. Seperti halnya perbuatan
main hakim sendiri oleh masyarakat yang terjadi di Desa Keboan Anom
Kecamatan Gedangan terhadap pelaku pencurian sepeda motor, yang mana
masyarakat yang terlibat tidak dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut
terkait perbuatan main hakim sendirinya.

Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat di Desa
Keboan Anom Kecamatan Gedangan terhadap pelaku pencurian sepeda motor
sebagaimana yang telah dipaparkan di BAB IlI, mempunyai faktor-faktor
yang mendasari perbuatan tersebut dilakukan. Faktor-faktornya terbagi
menjadi 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Pada dasarnya
faktor-faktor yang memotivasi terjadinya perbuatan main hakim sendiri dapat
dianalisis terkait ruang lingkup hukumnya dan terkait ruang lingkup psikologi
sosialnya. Kedua ruang lingkup tersebut mempunyai keterkaitan satu sama
lain. Yang mana terkait lingkup aspek keberadaan hukumnya, terjadinya

perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat bisa diindikasikan
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bahwa adanya pengesampingan hukum yang berlaku oleh masyarakat. Dan
terkait ruang lingkup psikologi sosialnya, terjadinya perbuatan main hakim
sendiri bukanlah suatu perilaku masyarakat yang ada dengan sendirinya tanpa
adanya sebab yang jelas melainkan muncul dengan melalui sebuah proses.

Dari aspek keberadaan hukum, adanya perbuatan main hakim sendiri yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan bisa
dikatakan bahwa adanya indikasi pengesampingan hukum. Yang mana dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan telah diatur terkait sanksi hukuman
bagi pelaku pencurian yaitu diterangkan dalam pasal 362 hingga pasal 367
Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam setiap pasal-
pasal tersebut, diterangkan mengenai berbagai bentuk pencurian dengan
klasifikasi sanksi pidana yang telah disesuaikan menurut jenis pencuriannya
dengan ancaman pidana penjara maksimalnya ialah seumur hidup atau
maksimal denda sembilan ratus rupiah.’?

Seharusnya dengan adanya Kketentuan peraturan perundang-undangan
terhadap suatu tindak pidana bisa dijadikan dasar oleh masyarakat dalam
bersikap kepada pelaku pencurian yang tertangkap bukan dengan
menghalalkan perbuatan yang mereka anggap sebagai efek jera bagi pelaku.
Yang mana hal ini dilakukan oleh masyarakat Desa Keboan Anom Kecamatan
Gedangan terhadap pelaku pencurian sepeda motor, mereka tidak menjadikan
peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar dalam bertindak
terhadap pelaku melainkan mendahulukan emosi ingin menghukumnya juga
atas apa Yyang diperbuat pelaku. Faktor-faktor seperti inilah yang harus
dijaunkan dari pemikiran masyarakat, sebab hal tersebut tidak dapat
dibenarkan sama sekali.

Perbuatan main hakim sendiri merupakan wujud nyata dari fenomena
pengesampingan hukum, yang mana perbuatan tersebut bisa dianggap wajar
hanya jika masyarakat yang terlibat memang masyarakat yang belum

mempunyai pengetahuan terhadap hukum ataupun masyarakat yang memang

72 Moeljatno. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jakarta : Bumi Aksara. 2016). 128-

131.
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mempunyai hukum adat tersendiri terkait penghakiman pelaku pencurian.
Sedangkan perbuatan tersebut dianggap tidak wajar apabila masyarakatnya
sudah mempunyai pengetahuan terhadap hukum dan masyarakat tersebut tidak
mempunyai hukum adat terkait penghakiman pelaku pencurian. Masyarakat
Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan bisa dibilang merupakan
masyarakat yang sudah mempunyai pengetahuan hukum dan terkait instansi
mana Yyang berhak untuk memproses hingga mengadili pelaku pencurian
tersebut. Belum lagi sosialiasi terhadap perkembangan hukum dan perundang-
undangan yang baru senantiasa bisa dilihat di media massa maupun pertemuan
secara langsung tingkat RT hingga tingkat kelurahan yang dipimpin oleh
penegak hukum yang berwenang.

Bila dilihat dari faktor-faktor yang mendasari perbuatan main hakim
sendiri yang terjadi di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan, yang mana
salah satunya bertujuan untuk memberi pelaku pencurian tersebut efek jera
agar calon pelaku lain merasa takut untuk melakukan tindak pidana pencurian
didaerah masyarakat tersebut. Hal ini merupakan indikasi adanya upaya untuk
menciptakan hukuman tersendiri bagi pelaku kejahatan yang diharapkan
membuat takut pihak-pihak yang mungkin saja akan melakukan perbuatan
tindak pidana pencurian di Desa Keboan Anom, mengingat kasus pencurian
tidak hanya terjadi sekali didaerah tersebut. Sehingga hal ini mengindikasikan
juga bahwa anggapan terkait hukum yang berlaku didalam perundang-
undangan yaitu KUHP belum mampu untuk menciptakan suatu keamanan dan
ketentraman bagi masyarakat Desa Keboan Anom dari aksi pencurian bila
dilinat dari respon mereka yang menghakimi pelaku secara massal.

Selain salah satu faktor yang telah dijelaskan diatas, menurut penulis
faktor terkait tidak adanya harmonisasi diantara realisasi dari tujuan hukum
dengan harapan masyarakat juga suatu indikasi yang nyata dalam aspek
pengesampingan hukum. Adanya perbuatan main hakim sendiri yang
dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu indikasi nyata mengenai belum
maksimalnya pemberlakuan hukum yang mengikat secara menyeluruh.

Memanglah bukan hal baru bila harmonisasi hukum tidak selalu berjalan
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dengan mulus. Yang mana sejak abad ke 19 menurut Roscoe Pound,
harmonisasi hukum memanglah suatu idaman dari pada ahli hukum yang
mana dengan terwujudnya hukum dalam perundangan-undangan serta
pelaksanaannya di masyarakat. Hal ini merupakan tujuan yang ingin dicapai
dari adanya hukum dalam perundang-undangan dalam mengatur dan
menjamin hak masyarakat.”®

Pelaku pencurian yang tertangkap tangan (tertangkap basah) oleh warga
setelah melakukan aksi pencurian, memang bisa dikatakan statusnya sebagali
pelaku tindak pidana sudah jelas. Namun didalam ranah hukum sebagaimana
diatur didalam KUHP bahwasanya seorang pelaku tindak pidana berhak untuk
melakukan pembelaan atas dirinya seperti salah satunya yang diatur dalam
pasal 51 yang mana tersangka atau terdakwa berhak untuk mempersiapkan
pembelaan dan pasal 54 yang mana tersangka atau terdakwa memiliki hak
untuk memperoleh bantuan hukum sebab ada lembaga yang berhak mengadili
pelaku tersebut bukan warga masyarakat sekitar. Sehingga jelas bahwa pelaku
pencurian pun mempunyai hak untuk membela dirinya sendiri diproses
pembuktian, belum lagi hak ingkarnya atas apa yang telah ia lakukan. Maka
sudah jelas bahwa pelaku tersebut tetap harus diperlakukan sebagaimana
mestinya hukum yang berlaku sesuai dengan asas praduga tak bersalah yakni
tidak dapat mengenakan hukuman apapun sebelum adanya putusan hakim di
pengadilan atas tindak pidana yang diduga telah ia lakukan.

Dapat diketahui dari penjelasan diatas, bila dianalisis dari ruang lingkup
keberadaan hukumnya ialah ada dua hal yang menyebabkan timbulnya
perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian sepeda motor di
Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Yang mana
diantaranya ialah terkait asumsi masyarakat mengenai tidak maksimalnya
upaya penegakan hukum sebagai media penjamin keamanan dan ketentraman
masyarakat dengan indikasi terjadinya peningkatan aksi tindak pidana
pencurian diwilayah tersebut. Serta tidak adanya upaya tindakan hukum bagi

masyarakat yang terlibat dalam perbuatan main hakim sendiri meskipun

73 Sudjono Dirdjosisworo. Sosiologi Hukum. (Jakarta : Rajawali. 1983). 8-9.
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setelah kejadian ada pemeriksaan dari pihak berwajib. Dua hal tersebut seakan
menjadi indikator bahwa kedua hal tersebut ialah satu kesatuan yang saling
berhubungan dan mendukung terjadinya perbuatan main hakim sendiri yang
dilakukan oleh masyarakat.

Bila dilihat dari ruang lingkup psikologi sosial, perbuatan main hakim
sendiri tidak bisa dilepaskan dari sifat agresivitas dan psikologi massa yang
terlibat. Keduanya mempunya hubungan yang saling berhubungan satu sama
lain. Agresivitas atau yang biasa dikenal dengan sifat agresif mempunyai
makna sesuatu perbuatan yang bisa melukai orang lain apabila dilihat dari
bahasa asal katanya yaitu agresi.’* Dibedakan menjadi dua, yaitu agresi positif
dan juga agresi negatif. Yang mana agresi positif ialah suatu tindakan agresi
yang bisa dibenarkan apabila akibat dari pembelaan seseorang atas ancaman
atau serangan dari pihak lain. Sedangkan agresi negatif merupakan suatu
serangan ataupun perbuatan yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain
yang bertujuan untuk melukai orang yang diserang tersebut.”

Munculnya agresi tidak serta merta tanpa adanya sebab yang mendahului,
melainkan ada dua hal yang bisa menyebabkan timbulnya agresi yaitu terkait
adanya gangguan dan frutasi. Gangguan yang dimaksud ialah segala sesuatu
yang bisa menimbulkan perasaan tidak tenang, khawatir, terancam ataupun
merasa terganggu atas apa yang dilakukan oleh orang lain atau pihak lain. Dan
terkait frustasi yang dimaksud ialah adanya perasaan kecewa disebabkan
kegagalan-kegagalan yang dialami oleh seseorang. Keberadaan diantara salah
satu ataupun kedua hal itu yaitu gangguan dan frustasi bisa dapat memicu
timbulnya agresivitas dari seseorang. Sehingga hal-hal tersebut bisa dikatakan
sebagai pemicu timbulnya emosi dari diri seseorang yang mungkin bisa
melakukan sesuatu hal tanpa berpikir akibat yang akan ditimbulkan
nantinya.’®

Pada perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terhadap pelaku

’* M. Adryanto. Sosial Psychology. (Jakarta : Erlangga. 2001). 3-11.
" Ibid. 3,
oM. Adryanto. Sosial Psychology. 5-8.
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pencurian sepeda motor, kemunculan agresivitas massa terhadap pelaku dipicu
adanya gangguan dan frustasi. Yang mana aspek gangguan yang muncul yaitu
dengan adanya aksi dari pelaku tersebut menimbulkan rasa keamanan dan
ketentraman wilayah tersebut menjadi terganggu diakibatkan tidak hanya
sekali terjadinya tindak pidana pencurian pada wilayah tersebut. Sehingga
keamanan dan ketentraman yang menjadi harapan masyarakat seakan tidak
terwujud dengan lancar akibat aksi pelaku dan jelas menimbulkan keresahan
dikalangan warga desa tersebut sehingga berupaya untuk mencegah lagi
terjadinya peristiwva yang serupa. Sedangkan aspek frustasi yang muncul
dikarenakan seringnya para pelaku tindak pidana pencurian didaerah tersebut
berhasil melarikan diri dan tidak adanya kejeraan dari pelaku pencurian
meskipun telah menerima sanksi hukuman sesuai dengan hukum yang
berlaku.

Semakin besarnya agresivitas yang dilakukan oleh masyarakat atau suatu
kelompok (massa) ditengarai adanya agresivitas aktif orang-orang tersebut
yang mana mampu menjadi suatu pendorong timbulnya agresivitas orang-
orang yang sebelumnya hanya pasif dalam kelompok massa yang terlibat
tersebut. Massa pasif yang awalnya hanya menjadi penonton saja dan ragu-
ragu atau khawatir untuk ikut terlibat dalam aksi perbuatan main hakim
sendiri menjadi berbalik keyakinan dengan berani ikut dalam aksi tersebut.”’
Hal inilah yang kemudian menjadi faktor yang mendasari motivasi perbuatan
main hakim sendiri, dengan adanya faktor ikut-ikutan dalam perbuatan main
hakim sendiri yang mana dilakukan oleh beberapa orang dalam peristiwa yang
terjadi Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan akibat tidak bisa
mengendalikan emosi yang tersulut atas keadaan yang terjadi.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, bisa diketahui bahwasanya
perbuatan main hakim sendiri dalam ruang lingkup psikologi sosial
merupakan bentuk dari adanya agresivitas massa. Yang mana agresivitas

tersebut muncul disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor

”7 Bimo Walgito, Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), (Yogyakarta : Andi Offset, 2002), 102-103.
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eksternal. Faktor internal yang ada timbul dari dirinya sendiri, sedangkan
faktor eksternal yang ada timbul dari luar diri sendiri. Faktor internal yang
mempengaruhi motivasi perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat yang
terjadi di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan terhadap pelaku
pencurian sepea motor meliputi faktor sakit hati dan emosi, faktor
berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam
penindakan tindak pidana apalagi pencurian yang sudah terjadi beberapa kali
diwilayah tersebut, dan faktor ikut-ikutan karena terpengaruh oleh situasi
kondisi saat itu. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari legalitas hukum
yang ada meliputi faktor penanganan laporan korban oleh aparat penegak
hukum, faktor hukum yang dianggap belum menimbulkan efek jera, serta
faktor pelaku aksi main hakim sendiri tidak ada proses hukumnya setelah
peristiva pengeroyokan itu terjadi yang mengakibatkan pelaku pencurian
babak belur hingga luka-luka dibeberapa bagian.

Sebagai upaya maksimalisasi keberadaan hukum dan meminimalisir
adanya agresivitas warga, terkait dengan upaya mengurangi terjadinya aksi
pencurian dan perbuatan main hakim sendiri, sudah seharusnya dilakukannya
perubahan hukum. Yang mana perlu adanya pertimbangan perkembangan
terakit tindak tanduk sosial dalam penentuan hukum. Hukum tidak hanya
harus dibuat melainkan harus ditentukan sifat mengikatnya dengan tepat
sasaran. Sebagaimana Savigni berpendapat yang dikutip oleh Sudjiono
Dirdjosisworo  mengenai  hukum tidak harus ditentukan hanya dalam
kehidupan sosial yang lahir, melainkan harus berkembang dalam masyarakat
yang dinamis agar mampu hidup dan diterima dalam masyarakat.”® Perlu
adanya keterlibatan masyarakat dalam pengaplikasian ketentuan dan
penegakan hukum terkait masalah tertentu.

Hukum vyang ada seharusnya bukan hanya dalam lingkup peraturan
perundang-undangan, akan tetapi hukum yang lingkup lokalitasnya lebih
sempit pemberlakuannya semisal dengan kesepakatan hukum yang dibentuk,

dibuat, dan disepakati oleh masyarakat dan pihak yang berwajib. Kesepakatan

78 Sudjono Dirdjosisworo. Sosiologi Hukum. 3-4.
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hukum yang dimaksud itu ialah kesepakatan hukum yang telah disesuaikan
dengan permasalahan hukum yang terjadi di masing-masing wilayah, seperti
untuk wilayah Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
diperlukan adanya pembuatan kesepakatan hukum mengenai perbuatan main
hakim sendiri yang mana kesepakatan itu mempunyai makna lebih
mengedepankan aspek penghargaan dan hukuman.

Dalam aspek penghargaan dan hukuman ialah dua hal penting dalam
upaya mewujudkan suatu kedisiplinan hukum. Yang mana aspek penghargaan
meliputi pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang berhasil
menangkap pelaku pencurian tidak harus pekerja keamanan wilayah tersebut.
Sehingga dengan adanya pemberian penghargaan ini bisa menjadi motivasi
tersendiri bagi masyarakat dalam berpartisipasi menciptakan dan menjaga
keamanan, ketentraman, serta juga ketaatan hukumnya. Dan untuk aspek
hukuman yang mana meliputi pemberian sanksi hukuman kepada masyarakat
yang melakukan ataupun terlibat dalam perbuatan main hakim sendiri
ternadap pelaku pencurian sehingga dapat menjadi pertimbangan atas
konsekuensi yang didapat bagi masyarakat yang akan melakukan turut serta
melakukan jarimah main hakim sendiri.

. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan
Jartmah Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor Di Desa Keboan Anom
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Hak asasi manusia dalam islam sangatlah dihormati, yang mana hal itu
bisa dilihat dari terdapatnya hukum dalam islam yang mengatur terkait
hukuman bagi seseorang maupun kelompok yang melakukan pelanggaran
terhadap hak oran lain. Hukum tersebut merupakan hukum yang tetap dan
tidak bisa ditawar oleh siapapun. Akan tetapi terdapat juga hukuman yang bisa
diganti oleh umat Islam selama adanya kesepakatan dari kedua belah pihak

yang sedang bertikai dan terdapat pula hukuman yang dikenakan oleh hakim
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berdasar pada keadaan dari pihak yang salah selama kesalahan tersebut sudah
diatur didalam Al Qur'an dan As Sunnah.”®

Didalam hukum pidana islam juga mengenal mengenai asas praduga tak
bersalah. Yang mana seseorang tidak boleh dianggap sebagai pelaku tindak
pidana sebelum dinyatakan bersalah dimuka persidangan atau dinyatakan
bersalah oleh hakim. Hal ini semata-mata jelas untuk menjunjung tinggi hak-
hak yang dimiliki oleh tiap orang sekalipun ia berbuat salah. Sebagaimana
konsep ini sudah ada didalam hukum pidana islam sejak dulu, jauh sebelum
asas ini diterapkan dalam hukum-hukum pidana positif seperti yang dijelaskan

dalam hadis Rasulullah yaitu :

G A JRAA A Gltall dey (46 Al el e R0 N
Artinya :

Hindarilah hadd dari umat islam semampu kalian. Jika kalian

mendapat kelonggaran bagi orang islam, berilah jalan keluarnya.

Imam jika salah dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada

salah dalam memberikan sanksi.

Asas praduga tak bersalah sangat berkaitan terhadap batalnya hukum
karena suatu keraguan (doubt). Sebab putusan yang dijatuhkan harus
dilakukan dengan keyakinan tanpa adanya keraguan sedikitpun.®°

Menurut hukum pidana islam, setiap perbuatan tindak pidana mempunyai
unsur-unsur atau Syarat-syarat tertentu sehingga perbuatan tersebut termasuk
kedalam tindak pidana. Sehingga seseorang yang sudah terpenuhi unsur atau
syaratnya dalam ketentuan suatu perbuatan tindak pidana, maka seseorang itu
akan dianggap telah melakukan suatu tindak pidana sehingga wajib dikenai

hukuman dengan sesuai jenis tindak pidana yang telah dilakukan.®® Namun

7 Topo Santoso. Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan
Agenda. (Jakarta : Gema Insani. 2003). 23-40.

%9 sahid. Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Figh Jinayah.55.

¥ Ahmad Wardi Muslich. Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam. (Jakarta : Sinar Grafika.
2004). 21.
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bila proses hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syariat yang
ada, maka jelas bahwa hal itu juga suatu tindakan yang melawan hukum dan
dibisa disebut juga sebagai tindak pidana (jarimah).

Tindak pidana (jarimah) dalam hukum pidana Islam, dianggap
perbuatannya sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur. Yang mana
unsur tersebut meliputi unsur umum dan unsur Kkhusus. Unsur umum
merupakan unsur yang berlaku bagi semua jarimah, sedangkan unsur
khususnya merupakan unsur yang hanya terdapat pada perbuatan pidana
(jartimah) tertentu dan jelas memiliki perbedaan antara unsur khusus pada
jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya.®? Hal itu yang
diidentifikasikan terlebih dahulu dengan peristiva yang telah terjadi, sehingga
bisa diketahui unsur-unsur mana saja yang memenuhi. Dengan sebab itu bisa
diketahu jarimah apa yang telah terjadi dalam peristiwa tersebut.

Pada beberapa kasus pencurian, ada berbagai macam kategori pencurian
menurut bentuk dan jenis yang dilakukan dalam pencurian tersebut. Ada
pencurian yang dihukum dengan hukuman hudud dan ada pula pencurian yang
dihukum dengan hukuman ta'zir. Namun pembedaan kategori tersebut, tidak
membuat adanya penghakiman terhadap pelaku pencurian secara masal boleh
dilakukan tanpa adanya proses pemeriksaan hingga proses peradilan selesai
yang mana jelas tidak menerapkan asas praduga tak bersalah dalam
penjatuhan hukuman bagi pelaku. Sehingga perbuatan main hakim sendiri
yang dilakukan oleh masyarakat Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan
bukan merupakan hal yang benar untuk dilakukan terhadap pelaku pencurian
sepeda motor tersebut. Agar mengetahui tinjauan hukum pidana islam
terhadap turut serta melakukan jarimah main hakim sendiri terhadap pelaku
pencurian, maka bisa dilakukan dengan menganalisis turut serta melakukan
jarimah main hakim sendiri dengan tinjauan unsur yang bisa melegalkan
sebuah perbuatan dianggap sebagai tindak pidana yaitu dengan menganalisis

unsur formal (hukum), unsur material (perbuatan), dan unsur moral (pelaku).

82 Makhrus Munajat. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam. (Yogyakarta : Logung Pustaka. 2004).
11.

60



Terkait unsur formil (hukum) dengan ketentuan hukum yang berlaku
tentang pidana pencurian dan main hakim sendiri. Ada 3 perkara yang
terkandung dalam perkara main hakim sendiri. Yang mana kesatu dan kedua
jalah perkara yang saling berhubungan yaitu timbulnya main hakim sendiri
oleh masyarakat akibat adanya perkara tindak pidana pencurian yang terjadi di
Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan, dan perkara ketiga ialah berkaitan
menenai proses hukum yang sedang berlangsung terhadap suatu perkara.
Dalam ruang lingkup hukum pidana islam, tindak pidana pencurian
mempunyai ketentuan yang mengaturnya.

Ketentuan yang mengaturnya ialah terkait batasan dari tindak pidana
pencurian serta klasifikasi hukuman bagi pelaku yang melakukan pencurian
tersebut.®®> Akan tetapi dalam hal ini, penulis menitikberatkan terkait adanya
perbuatan penganiayaan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana
pencurian yang mana mengakibatkan timbulnya Iluka atau tewasnya pelaku
tindak pidana pencurian tersebut. Dari adanya tiga perkara yang mencakup
tindak pidana pencurian, perbuatan main hakim sendiri, dan proses hukum
atas pelaku tindak pidana telah mempunyai ketentuan hukumnya, yang mana
ada didalam ruang lingkup hukum pidana islam juga ada didalam ruang
lingkup hukum pidana yang berlaku di Indonesia dengan berdasarkan pada
KUHP yang diproses menurut ketentuan KUHAP.

Terkait unsur material yang meliputi perbuatan melawan hukum (mahkum
bih), tindakannya itu disebut dengan jarimah menurut hukum pidana islam
dengan catatan telah memenuhi unsur jarimah. Bila dilihat secara umum,
unsur utama dari adanya jarimah ialah unsur dosa dan salah. Sumber dari
adanya salah dan dosa merupakan adanya perbuatan yang melanggar dari
ketentuan hukum vyang berlaku. Pelanggaran yang dimaksud adalah
pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang mana dengan adanya hal tersebut
melahirkan Kkesalahan dan dosa, begitu juga pelanggaran terhadap ketentuan
undang-undang yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Maka dari itu,

tindakan yang tidak sesuai dengan adanya ketentuan hukum disebut sebagali

# Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. (Jakarta : Sinar Grafika. 2005). 83.
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tindakan yang melawan hukum. Disebabkan tindakan yang dilakukan tersebut
telah bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh norma
hukum yang berlaku.

Suatu perbuatan bisa disebut perbuatan yang melawan hukum atau
tindakan yang melawan hukum saat sudah adanya ketentuan hukum yang
mengatur terkait perkara atau tindakan tersebut. Karena suatu tindakan tidak
bisa dianggap sebagai melawan hukum apabila belum adanya ketentuan
hukum yang mengatur terkait perbuatan atau tindakan tersebut sebagaimana
asas legalitas hukum yang terdapat dalam KUHP. Terkait aspek melawan
hukum, bila dilihat berdasarkan hukum yang berlaku mengenai perbuatan
main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Desa Keboan Anom
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo bisa dikategorikan sebagai suatu
tindakan yang melawan hukum. Hal itu bisa dilihat atas perbuatan yang
mereka lakukan dalam aksi main hakim sendiri atas pelaku pencurian sepeda
motor, yang mana dengan jelas melakukan pengeroyokan yang menyebabkan
luka-luka yang dilakukan dengan sengaja.

Suatu tindak pidana yang disengaja ialah merupakan jarimah yang
dilakukan seseorang atau kelompok dengan kesengajaan atas kehendaknya
serta mengetahui bahwasanya perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang dan
diancam dengan hukuman. Dalam turut serta melakukan jarimah main hakim
sendiri, tindakan melawan hukum yang terkandung didalamnya merupakan
tindakan yang melawan dua hukum yang berlaku bagi umat islam khususnya
di Indonesia yang mana diantaranya ialah hukum Allah. Dikatakan demikian,
sebab dalam ruang lingkup hukum islam maupun hukum perundang-undangan
di Indonesia telah ada ketentuan yang mengatur terkait perkara tersebut.
Sehingga secara jarimah, perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh
warga di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
terhadap pelaku pencurian sepeda motor merupakan jarimah penganiayaan
yang disengaja dan sanksi hukuman yang harus dikenakan adalah sanksi

jarimah gisas-diyat.
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Dan terkait pelaku/moral (mahkum ‘alaih), tidak serta merta semua orang
yang melawan hukum dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang bisa
dikenakan sanksi hukuman. Adapun syarat yang harus terpenuhi terlebih
dahulu dari aspek diri seseorang tersebut. Aspek diri tersebut yang mana ialah
seorang yang bisa dianggap pelaku tindak pidana apabila dirinya telah
memenuhi  syarat-syarat terkait berakal, cukup umur, cakap hukum,
mempunyai kemampuan yang bebas (muchtar). Sedangkan syarat secara
umumnya ialah orang itu mukallaf. Yang dimaksud mukallaf ialah seseorang
yang memiliki kemampuan dan pengetahuan hukum serta telah dikenakan
tanggung jawab hukum dan bisa dimintai pertanggung jawaban atas apa yang
telah ia lakukan. Sehingga bila syarat diri dari seseorang yang melakukan
tindak pidana tersebut tidak bisa terpenuhi, maka jelas bahwa orang tersebut
tidak bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, bisa diketahui
bahwa perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Desa Keboan
Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terhadap pelaku pencurian
sepeda motor telah memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Sehingga jelas
bahwasanya para pelaku yang terlibat perbuatan main hakim sendiri akan ada
pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka perbuatan. Hal ini telah
sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh para ulama yang mengatakan
bahwasanya setiap pelaku harus bertanggung jawab atas apa yang telah
mereka lakukan, tanpa dibebani hasil perbuatan yang dilakukan oleh orang
lain yang juga terlibat dalam kasus tersebut.

Terkait tanggung jawab dari tiap-tiap pelaku turut serta melakukan
jarimah main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Desa Keboan Anom
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terhadap pelaku pencurian sepeda
motor mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan
hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Seperti apa yang telah dilakukan pak Budi dan pak Irul berdasarkan

keterangan saat wawancara, beliau bisa dikategorikan sebagai pelaku

turut serta melakukan jarimah berbuat langsung secara tamalu. Hal ini
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disebabkan motivasi yang mendasari beliau turut serta dalam
perbuatan main hakim sendiri ialah memang secara sengaja ingin
memukul pelaku pencurian tersebut, dan membuat pelaku tersebut
luka-luka sehingga jera untuk melakukan tindak pidana pencurian lagi.
Dan jelas mengabaikan penerapan asas praduga tak bersalah bagi
pelaku dengan mengabaikan hak-hak yang juga dimiliki oleh pelaku
dan menganggap bahwasannya hukuman yang dibuat itu lebih tepat.

b. Sedangkan seperti pak Anas dan pak Setyo bisa dikategorikan sebagai
pelaku turut serta melakukan jarimah berbuat langsung secara
tawafuq, hal ini disebabkan motivasi yang mendasari beliau ikut serta
dalam melakukan perbuatan main hakim sendiri adalah faktor ikut-
ikutan dan refleks saja saat melihat peristiwa itu terjadi. Emosi yang
muncul karena kondisi saat itu juga tidak bisa dibenarkan dan tetap
dianggap telah mengabaikan penerapan asas praduga tak bersalah yang
berkaitan erat dengan berlakunya asas legalitas hukum.

Dalam turut serta melakukan jarimah, yaitu turut serta berbuat langsung
secara tamalu (disepakati atau direncanakan) terhadap pelaku yang terlibat
jarimah tersebut bertanggung jawab atas hasil yang telah terjadi. Sedangkan
turut serta berbuat secara langsung secara tawafug yang dilakukan tanpa
adanya kesepakatan atau rencana terlebih dahulu bertanggung jawab atas apa
yang telah ia lakukan saja. Akan tetapi menurut Abii Hanifah, hukuman bagi
pelaku turut serta berbuat langsung secara tamalu maupun tawafuq
mempunyai hukuman yang sama saja. Yang mana mereka dianggap sama-
sama telah melakukan perbuatan tersebut sehingga harus bertanggung jawab
secara bersama-sama atas apa yang telah dilakukan.®® Pertanggung jawaban
tiap-tiap pelaku perbuatan main hakim sendiri ialah hukuman gisas atau diyat.
Yang mana hukuman gisas-diyat terhadap tiap-tiap main hakim sendiri tidak
bisa disamaratakan. Sebagaimana dalam ranah ruang lingkup hukum pidana

islam, bahwasanya hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tindakan

# Rahmat Hakim. Hukum Pidana Islam. (Bandung : Pustaka Setia. 2000). 56.
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yang telah diperbuat oleh seseorang tersebut. Yang sudah dijelaskan dalam

surat Al Maidah ayat 45 telah diterangkan bahwa :

O35 AL 1 gl Gy Gl Gl (s pele S

“203508 58 4y (Fuah b Galiad = 5540057 Ll Bl oI
(£0) Qalla pb el i O3 Ly a5
Artinya :

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat)
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-
luka (pun) ada qishasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak
gishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa
baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa
yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang

zalim.

Bagi pelaku tindak pidana turut serta dalam melakukan jarimah, terdapat

juga didalam hukum positif Indonesia dalam pasal 170 KUHP yang

diterangkan bahwa :

1.

Barang siapa yang melakukan dimuka umum bersama untuk melakukan
suatu kekerasan terhadap orang atau barang, maka dihukum penjara
selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Tersalah dihukum :

a. Penjara selama-lamanya tujuh tahun apabila dengan perbuatannya
yang sengaja untuk merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukan
itu mengakibatnya sesuatu luka terhadap korbannya.

b. Penjara selama-lamanya sembilan tahun apabila kekerasan yang
dilakukan berakibat luka berat pada tubuh korban.

c. Penjara selama-lamanya dua belas tahun apabila kekerasan yang

dilakukan berakibat matinya seseorang atau korban.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis terkait faktor-faktor yang mendasari turut serta
melakukan jarimah main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian sepeda
motor di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan
tinjauan hukum pidana islamnya, maka penulis bisa mengambil Kkesimpulan
diantaranya Vyaitu :

1. Turut serta melakukan jarimah main hakim sendiri oleh warga di Desa
Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, disebabkan
adanya dua faktor. Pertama, faktor internal dipengaruhi oleh faktor sakit
hati dan emosi, berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap
penegak hukum dalam penindakan tindak pidana, dan faktor ikut-ikutan
karena terpengarun oleh situasi kondisi saat itu. Kedua, faktor eksternal
yang meliputi faktor penanganan laporan korban oleh aparat penegak
hukum, hukum yang dianggap belum menimbulkan efek jera, pelaku aksi
main hakim sendiri tidak ada proses hukumnya setelah peristiwa
pengeroyokan, dan pengabaian asas praduga tak bersalah.

2. Menurut ruang lingkup hukum pidana islam, tanggung jawab dari tiap-tiap
pelaku turut serta melakukan jarimah main hakim sendiri yang dilakukan
oleh warga Desa Keboan Anom terhadap pelaku pencurian sepeda motor
mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Seperti apa yang
telah dilakukan pak Budi dan pak Irul, beliau bisa dikategorikan sebagai
pelaku turut serta berbuat langsung secara ramalu. Sedangkan seperti pak
Anas dan pak Setyo bisa dikategorikan sebagai pelaku turut serta berbuat
langsung secara tawafug, Dalam turut serta melakukan jarimah, yaitu turut
serta berbuat langsung secara ramalu (disepakati atau direncanakan)
terhadap pelaku yang terlibat jarimah tersebut bertanggung jawab atas

hasil yang telah terjadi. Sedangkan turut serta berbuat secara langsung
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secara tawafuqg yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan atau rencana

terlebih dahulu bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan saja.

B. Saran

Berdasarkan  pembahasan pada bab-bab  sebelumnya, penulis ingin

memberikan saran, yakni :

1. Terkait pengumpulan data yang ada di Desa Keboan Anom Kecamatan
Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan Polsek wilayah setempat, hendaknya
lebih  memperhatikan lagi data-data peristiwva kriminal yang terjadi
didaerah tersebut. Sehingga data yang ada akurat serta bisa memudahkan
peneliti dalam proses pengolahan data dan analisis menjadi lebih tepat
sasaran. Dan juga perlu adanya sosialisasi lagi terkait hukum yang berlaku
antara warga desa dan pihak penegak hukum, sehingga bisa saling
mengoptimalkan dalam terwujudnya tujuan dan harapan adanya hukum
yaitu keamanan dan ketentraman sehingga memupuk rasa kepercayaan
satu sama lain.

2. Bagi kita semua khususnya umat islam, supaya tetap mengutamakan
kemaslahatan bersama apabila terjadinya suatu tindak kejahatan tidak serta
merta melakukan tindakan yang sekiranya akan merugikan orang lain
maupun berbalik merugikan diri sendiri. Sebab setiap orang mempunyai
hak-hak untuk membela dirinya dan lebih memperhatikan lagi penerapan
asas praduga tak bersalah. Menghargai setiap kehidupan orang lain, tidak
terluput dia benar atau salah, semua orang mempunya hak masing-masing
terkait hak asasi manusia. Sehingga tidak saling mengabaikan hak yang

dipunya dari tiap-tiap individu yang ada.
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